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PENGANTAR REDAKSI

- Pada edisi sebelumnya telah disajikan beberapa hal yang telah diatur

dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, antara lain masalah Pemutusan Hubungan Kerja,
status hukum direktur dsb. Untuk Edisi INFO HUKUM kali ini
masih menyajikan seputar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
antara lain bagaimana memahami undang-undang ketenagakerjaan
baru serta bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh

perempuan.

Disamping materi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pada
edisi ini juga membahas Konvensi ILO Nomor 144 tentang
Konsultasi Tripartit untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar
Ketenagakerjaan  Internasional. Selain itu menyoroti  juga
pembangunan hukum ketenagakerjaan menghadapi era pasar bebas.

Mudah-mudahan INFO HUKUM ini dapat bermanfaat dan
menambah wawasan kita dalam melaksanakan tugas.

Selamat membaca.

Tim Redaksi
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MEMAHAMI UNDANG-UNDANG
KETENAGA KERTAAN BARV

Oleh : Prof. Dr. Payaman Simanfuntak

ndang-undang No. 13 tahun 2003
Utentang Ketena§a kerfaan dapat
dikatakan sebagal penggantl Undang-undang
No. 25 tahun 1997. Pelaksanaan Undang-
undang No. 25 yang seyogyanya dimulal
tanggal 1 Oktober 1998 telah dua kall
ditunda melalui UU No. 11 tahun 1998
dan UU No. 28 Prp tahun 2000, dan
akhirnya dicabut dengan mengundangkan
UU No. 13 tahun 2003.

Undang-undang Ketenaéa kerjaan (UUK)
baru ini pada dasamya mengambll sebagian
besar materi dart UU No. 25/1997. Perlu
dicatat bahwa mulai tahap persiapan awal
penyusunan Rancangan, sampai kebada
pembahasan di DPR hingga tahap soslalisasl
rancangan akhlr, semua unsur-unsur terkait
sudah dilibatkan yaitu wakil-wakil pengusaha
dan asostast pengusaha, wakil pekerfa dan
serikat pekerja, lembaga Pemerintah dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
terkait. Salah satu yang menarik adalah
bahwa dalam setiap pembahasan, termasuk
dalam pembahasan di DPR, wakil ILO selalu

diundang dan hadir sebagai nara sumber
sekaligus memonitor supaya tldak ada
ketentuan yang bertentangan  dengan
Konvensl ILO.

UUK Inl mempunyal cakupan yang sangat
luas. Sepertl UU No. 25/1997, UUK Ini
memuat ist darl 6 Ordonansi dan 7 Undang-
undang yang dicabut. Disamping ttn LUK
int juga secara eksplisit memuat mengenai
larangan diskriminasi, perencanaan dan
informast ketenaga kerfaan, pelatihan kerfa,
dan hubungan industrial. Berbeda dengan

UU No. 25/1997, UUK Ini tidak memuat

ketentuan mengenai hubungan industrial di

sektor Informal. UUK inl memuat antara

laln : |

a. Landasan, asas dari tujuan pembangunan
ketenaga kerjaan;

b. Kesempatan dan perakuan yang
sama  atau  larangan diskriminasi
dalam pekerfaan;

¢. Perencanaan tenaga Kerja sebagai dasar
penyusunan kebilakan, strategi, dan



program  pembangunan  ketenaga
kerjaan;

Pelatihan kerja yang diarahkan untuk
meningkatkan dan  mengembangkan
keterampilan dan keahfian tenaga kerja
guna meningkatkan produktivitas kerja
dan produktivitas perusahaan;
Pelayanan penempatan tenaga kerja
dalam rangka pendayagunaan tenaga
kerja secara optimal, penempatan
tenaga kerja pada pekerfaan yang
tepat tanpa diskriminasl sesual dengan
kodrat, harkat,” dan  martabat
kemanusiaan;

Penggunaan tenaga kerja asing;
Ketentuan hubungan kerja  dan
pembinaan hubungan Industrlal sesual
dengan nilai-nllai Pancasila diarahkan
untuk ' menumbuhkembangkan
hubungan yang harmonis antara para
pelaku proses produksé

Pembinaan kelembagaan dan sarana
hubungan industrial termasuk peraturan
perusahaan, lembaga kerjasama bipartit,
serikat  pekerfa  dan  organisast
pengusaha, perjanjian kerja bersama,
lembaga kerjasama tripartit, penyuluhan
dan pemasyarakatan hubungan
industrlal, dan lembaga penyelesaian
perselisihan industrial;

Perlindungan tenaga kerja  termasuk
perlindungan atas hak-hak dasar pekerja
untuk berorganisast dan  berunding
dengan pengusaha, perlindungan

keselamatan dan kesehatan kerja,
perlindungan khusus tenaga Kkerja
perempuan, orang muda, dan
penyandang cacat, serta perlindungan
upah dan jaminan sosial;

Pengawasan ketenaga kerjaan dengan
maksud agar peraturan perundang-
undangan di bidang ketenaga kerjaan
benar-benar dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Landasan, Asas dan Tujuan

Bab [I UUK ini memuat ketentuan
mengenai  pembangunan  Ketenaga
kerjaan. Pembangunan ketenaga kerjaan
merupakan  baglan  integral  darl
pembangunan nasiona, berlandaskan
Pancasila dan UndangUndang Dasar

1945, Pembangunan  nasional
dilaksanakan dalam rangka
pembangunan  manusia  Indonesla
seutuhnya dan pembangunan
masyarakat seluruhnya untuk
meningkatkan harkat, martabat, dan

harga diri tenaga kerja.

Pembangunan ketenaga kerjaan
mempunyal banyak dimensi dan
keterkaitan dan sebab Itu harus
diselenggarakan atas asas keterpaduan
melalui koordinasl fungsiona  lintas
sektoral pusat dan daerah,
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Pembangunan ketenaga kerjaan

bertujuan :

a. memberdayakan dan
membudayakan tenaga kerja secara
optimal dan manusiawi;

b. mewujudkan pemerataan
kesempatan kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesual dengan
kebutuhan pembangunan nasiona
dan daerah; |

¢ memberlkah perlindungan kepada
tenaga kerl]a dalam mewujudkan
kesejahteraan; dan

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga
kerja dan keluarganya.

Kesempatan dan Perlakuan Sama

Setlap  tenaga  kerfa  memlliki
kesempatan yang sama  tanpa
diskriminasi untuk memperoleh
pekerjaan. Setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminast dari pengusaba. Artinya,
setiap tenaga kerja mempunyai hak dan
kesempatan  yang sama  untuk
memperoleh pekerjaan dan
penghidupan yang layak sesual dengan
minat dan kemampuannya. Untuk itu,
setiap pengusaha harus memberikan
kesempatan yang sama kepada semua
pencari kerja dalam  penerimaan
pegawai. Demikian juga pengusaha
harus memberikan perlakuan yang sama

terhadap semua pekerja dalam hal
penugasan, promosi, pemberian upah,
pemberian penghargaan, dan pemberian
tindakan disiplin, sesuai dengan kriteria
yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Sesuai dengan Konvensi ILO No. 111
tahun 1958, yang telah diratifikasi
dengan Undang-undang No. 21 tahun
1999, ddak  boleh  dilakukan
diskriminasi dalam penerimaan dan
perlakuan terhadap pekerja berdasarkan
ras, warna kulit, jenis kelamin, agama,
aliran politik, dan suku.

Ketentuan ini termasuk salah satus hak
dasar pekerfa. Namun UUK ini tidak
memberikan petunjuk  bagaimana
ketentuan ini diatur dan dilaksanakan.
Dalam UU No. 25/1997, pelanggaran
atas ketentuan ini digolongkan sebagai
tindak pidana kejahatan dan diancam
dengan sanksi pidana penjara paling
lama 5 tahun penjara dan atau denda
Rp 400 juta. Namun berdasarkan
UUK ini, pelanggaran atas ketentuan ini
hanya dikenakan s_anksi administratif.

Perencanaan, Informasi dan Pelatihan

Pemerintah berfungsi menyusun
perencanaan tenaga kerja sebagal dasar
dan acuan penyusunan kebijakan,
strategi dan pelaksanaan pembangunan
ketenaga-kerjaan, balk perencanaan



tenaga kerja makro maupun
perencanaan tenaga kerja mikro. Untuk
ftu diperlukan informasi ketenaga
kerjaan meliputi penduduk dan tenaga
kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja,
produktivitas tenaga kerja, hubungan
industrial, kondisi [lingkungan kerja,
pengupahan dan keselahteraah tenaga
kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja.

Informasi ketenaga kerjaan tersebut
dihimpun dari semua instansi yang
terkait, baik Instansi  pemerintah
maupun swasta. Lembaga pendidikan
dan lembaga latihan misalnya perlu
memberikan informasi mengenai jumlah
dan kualitas lulusan serta jumlah putus
sekolah. Perusahaan-perusahaan perlu
memberikanl informasi  mengenal
fowongan kerja, kebutuhan latihan,
upah, kecelakaan kerja, dan lain-lain.
Ketentuan lebih lanjut akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.,

Pelatihan kerja dimaksudkan untuk

membekali dan meningkatkan

kemampuan, kompetensi dan
produktivitas pekerja. Pelatihan kerja
dapat diselenggarakan oleh Pemerintah,
Lembaga Pelatihan Swasta, dan oleh
Perusahaan di tempat kerja, dengan
memperhatikan kebutuhan pasar kerja
dan dunla usaha di dalam dan dI fuar

negeti, Program pelatthan yang

diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan
Swasta wajib memperoleh izin dari
instansi yang bertanggungiawab di
bidang ketenaga kerjaan di
kabupaten/kota. Penyélenggara :
pelatihan kerja harus menjamin tersedia
tenaga pelatih, tersedia kurikulum yang
sesual dengan tingkat pelatihan, tersedia
sarana dan prasarana pelatihan kerja dan
tersedia dapa bagi  kelangsungan
kegiatan  penyelenggaraan  program
pelatihan kerja;

Lembaga pelatihan kerja swasta petlu
memperoleh  akreditasi. Pengakuan
kompetenst kerja bagt lulusan program
pelatthan diberikan melalul sertifikasi
kompetensi kerja setelah mengikutl tes
atau ujl kompetensi.

Pemagangan dilakukan sebagai bagian
dari sistem latihan kerfa, yang
diselenggarakan secara terpadu antara
lembaga pelatihan dengan bekertja secara
langsung di perusahan di bawah
bimbingan dan pengawasan instrukcur
atau pekerja yang leblh berpen.galaman.
Program pemagangan disusun
berdasarkan persyaratan dan kualifikasi
jabatan dan dapat disusun berjenjang.
Antara  pengusaha  penyelenggara
pemagangan dan peserta, dibuat
perjanjilan pemagangan yang memuat

ketentuan jangka waktu pemagangan,



hak dan kewajiban peserta, serta
kewenangan dan kewajiban pengusaha.

Perluasan Kesempatan Kerja dan

Penempatan Tenaga

Setlap tenaga kerja mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk memilih,
mendapatkan, atau pindah pekerjaan
dan memperoleh penghasilan yang layak
di dalam dan luar negeri. Penempatan
tenaga kerja dilakukan secara terbuka,
bebas, obyektif, adil, dan tanpa
diskriminasi, diarahkan untuk
menempatkan tenaga kerja pada
jabatan yang tepat sesual dengan
keahlian, keterampltan, bakat, minat,
dan kemampuan tenaga kerja, dengan
memperhatikan harkat, martabat, hak

asasi, dan perlindungan hukum.

Pengusaha dapat merekrut sendiri
tenaga kerja yang dibutuhkan atau
melalul pelaksana penempatan tenaga
kerja. Pelaksana penempatan tenaga
kerja dapat dilakukan oleh instansi
pemerintah dan lembaga swasta.

Penempatan tenaga kerja swasta harus
berbentuk badan hukum dan dapat
diselenggarakan hanya setelah mendapat
izin Menteri Tenaga kerja. Pelaksana
penempatan tenaga kerja darl instansi
pemerintah tidak boleh memungut

biaya dari  pekerfa. Lembaga

penempatan tenaga kerja swasta dapat

memungut biaya dari pengguna dan darl
tenaga kerja golongan tertentu.

Pemerintah bertanggungjawab

mengupayakan periuasan kesempatan

kerja antara lain dengan :

a. memobillsasi dukungan masyarakat,
lembaga keuangan dan perbankan,
dan dunia usahg

b. mendayagunakan potenst
sumberdaya alam, sumberdaya
manusia, dan teknologi tepat guna;

¢. pembinaan tenaga kerja mandir,
penerapan sistem padat karya,
penerapan teknologt tepat guna,
dan pendayagunaan tenaga kerja
sukarela;

d. pembentukan badan koordinasi
perluasan kesempatan kerja.

Tenaga kerja asing (TKA) dapat bekerja
di Indonesia hanya dalam hubungan
kerJa untuk jabatan tertentu dan waktu
tertentu, setelah mendapat izin dari
Menteri Tenaga; . kerja. Perorangan
dilarang memﬁekerlakan TKA.
Penggunaan TKA harus secara selektif
untuk memberi peluang bagl tenaga
kerJa Indonesia dan harus menjamin
proses alih teknologl, Untuk itu setiap
perusahaan yang akan menggunakan
TKA wajib  menyusun  Rencana



Penggunaan Tenaga kerda Asing
(RPTKA) yang disahkan oleh Menteri
Tenaga kerja. Perusahaan yang
menggunakan TKA, wajib :

a. menunfuk tenaga kerfa Indonesia
sebagal pendamping TKA,

b. melaksanakan pendidikan dan
latthan bagl tenaga kerfja Indonesla
pendamping TKA,

¢. membayar kompensasl atas
mempekerjakan TKA.

Hubungan Kerja

Hubungan kerja terjadl karena adanya
perjanfian kerja antara pengusaha dan
pekerla. Perjanjlan kerja dibuat atas
dasar kesepakatan kedua belah pihak.
Pekerjaan 'yang diperjanjikan  tidak
bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundangan
yang berfaku. Perjanfian kerja (tertulls)
antara laln  memuat  keterangan
mengenal jabatan atau jenls pekerjaan,
besar upah dan cara pembayarannya,
serta syarat-syarat kerja yang memuat
hak dan kewajlban pengusaha dan
pekerja.

Perjanjian kerja dapat dibuat untuk
waktu tertentu dan untuk waktu tidak
tertentu. Dalam perjanjian kerja untuk
waktu tertentu, tidak berfaku masa
percobaan. Perfanflan kerja untuk waktu

tidak tertentu dapat mensyaratkan masa
percobaan, akan tetapl upahnya tidak
boleh leblh rendah dari upah minimum
yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga
kerja.

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pedanjfian kerja untuk waktu
tertentu tidak dapat dibuat untuk
pekerfaan yang bersifat tetap, akan
tetap] hanya untuk pekerjaan
tertentu yang menurut jenis dan
sifat atau Kkegiatan pekerfaannya
akan selesal dalam waktu tertentu,
yaltu : (1) pekerfaan yang sekali
selesal atau sementara sifatnya; (2)
pekerjaan  yang  diperkirakan
penyelesalannya dalam waktu yang
tidak terlalu fama dan paling lama
3 tahun, (3) pekerjaan yang
bersift musiman dan atau (4)
pekerjaan  yang  berhubungan
dengan produk baru, keglatan
baru, atau produk tambahan yang
masth dalma percobaan atau
penjajakan. ;

Perfanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) dilakukan untuk paling
lama dua tahun, akan tetapl dapat
diperpanjang atau diperbaharui.
Perpanjangan PKWT dapat
dilakukan hanya satu kali untuk
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b.

paling [ama satu tahun, Pembaruan
PKWT dapat dilakukan hanya satu
kall untuk paling lama dua tahun
setelah PKWT yang lama berakhir
paling sedikit 30 hari.

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Pengusaha tidak boleh
memborongkan kepada perusahaan
lain kegiatan-kegiatan atau
pekerjaan utama (core business)
atau berhubungan langsung dengan
proses produksl. Yang dapat
diborongkan kepada perusahaan
lain sebagal pemborong adalah
pekerjaan yang bersifat penunjang
perusahaan, yang dapat dilakukan
secara terpisah dari kegiatan utama
sepertt  pelayanan  kebersthan
(cleaning  service), penyediaan
makanan bagi pekerla (catering)
dan satuan pengamanan (security).

Perusahaan  pemborong  harus
berbadan hukum. Sesuai dengan
sifat pekerjaan yang diborongkan,
hubungan kerja perusahaan
pemborong dan pekerja dapat
didasarkan atas perjanjian kerja
waktu tidak tertentu (PKWTT),

pemborong harus sama atau lebih
batk dari perlindungan dan syarat
kerja di perusahaan pemberi kerja
{induk).

6. Perlindungan, Pengupahan, dan

Kesejahteraan
.

Penyéndang cacat pada dasarnya harus
diberl kesempatan untuk bekerja, dalam
batas deraJat kecacatannya. Dalam
rangka melindungi anak, orang muda
dan pekerja perempuan, pengusaha
pada dasarnya dilarang
mempekerjakan :

a. anak di bawah umur 15 tahun,
kecuali melakukan pekerjaan ringan
bagi anak berumur 13-15 tahun;

b. anak {(di bawah 18 tahun) dalam
tambang, di tempat berbahaya, dan
pada waktu tertentu malam hari;

¢. anak di pekerjaan kondisi buruk
sepertl perbudakan, pelacuran,
pornografi, perjudian, perdagangan
minuman  keras, narkotika, dan
psikotropika;

d. perempuan I:;e;umur kurang dart
18 tahun dan perempuan yang
sedang hamil, antara pukul 23.00
s/d pukul 07.00;

atau perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT). Perfindungan dan syarat
kerja bagi pekerfa di perusahaan

Waktu kerja dalam satu minggu ditetapkan
40 jam, dapat diatur dalam :



a. maksimum 7 jam satu hari bagi
yang bekerja 6 hari dalam satu
minggu; atau

b. maksimum 8 Jam satu hari bagt
yang bekerja 5 hari dalam satu

minggu.

Dalam hal pengusaha mempeketjakan
pekerja melebihi waktu kerja, pengusaha
wajib membayar upah lembur. Waktu
kerfa [embur paling lama 3 jam satu
harl dan 14 jam satu minggu. Setiap
pekerja berhak memperoleh Istirahat
paling sedikit :

a. setengah Jam setelah bekerfa 4 Jam
terus-menerus;

b, istirahat mingguan satu hari untuk
é harl kerJa seminggu atau dua
harl untuk 5 harl kerja seminggu;

¢. Istirahat atau cutl tahunan 12 hari
kerja;

d. istrahat panfang 2 bulan bagi
pekerja yang bekerja 6 tahun
secara terus-menerus  di
perusahaan yang mampu,
dilaksanakan satu bulan pada tahun
ketujuh dan satu bulan pada tahun
kedelapan.

Khusus  untuk  pekerfa  perempuan,
pengusaha ;

a. tidak boleh mewajibkan bekerja
" pada har] pertama dan kedua waktu
hald;

b. memberi istirahat selama 1,5
bulan sebelum saatnya menurut

dokter/bidan
melahirkan dan 1,5 bulan sesudah
melahirkan anak; N

¢. memberikan istirahat 1,5 bulan

perhitungan

setelah mengalami gugur
kandungan;

d. memberl kesempatan sepatutnya
untuk menyusukan bayinya pada
jam kerja.

Dalam rangka perlindungan pengupahan
dan untuk memenuhi penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan, Pemerintah
mengatur Ketentuan mengenai upah
minlmum, upah kerja lembur, upah
tidak masuk kerja karena berhalangan,
upah tidak masuk kerfa karena
melakukan kegiatan lain, dan upah
karena menjalankan hak istirahat kerja.

Seitap pengusahax diminta menyusun
struktur dan skala upah dengan
memperhatikan golongan jabatan, masa
kerja, pendidikan dan kompetensi serta
melakukan peninjauan upah secara
berkala. Pengusaha wajib membayar
upah apabila pekerja tidak masuk kerja
karena :



a. sakit dalam 4 bulan pertama
100%, 4 bulan kedua 75%, 4
bufan ketiga 50%, hingga dalam 4
bulan keempat 25%;

b. menikah (3 hari), menikahkan anak
(2 hari), mengkhitankan anak {2
hari), membabtiskan anak (2 hari),
is;:eri melahirkan atau keguguran
kandungan (2 hard), anggota
keluarga meninggal dunia (2 harl);

¢. sedang menjalankan  kewajiban
negara;

d. menjalankan ibadah yang
diperintahkan agamanya;

e. pekerjaan yang dijanjikan
pengusaha tidak tersedia;

f. melaksanakan hak istirahat;

g. melaksanakan tugas serikat pekerja
atas persetujuan pengusaha;

h. melaksanakan tugas pendidikan dari

perusahaan.

meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan keluarganya,

Dalam rangka

pengusaha wajib mempertanggungkan
pekerfa pada program jaminan sosial
tenaga kerja (jamsostek). Sesuai
dengan kemampuan, perusahaan
mendorong pembentukan koperasl serta
menyediakan fasilitas  kesefahteraan
seperti pelayanan keluarga berencana,
tempat penitipan bayi, perumahan
peketja, fasilitas beribadah, fasilitas olah
raga, dan kantin.

7. Hubungan Industrial

Hubungan Industrial adalah sistem
hubungan antara para pelaku proses
produksi yaitu pengusaha, pekerja, dan
Pemerintah. Tujuannya adalah untuk
menumbuhkembangkan hubungan yang
aman dan harmonis antara pengusaha
dan pekerja, yaitu dengan mendorong
setiap pengusaha mengembangkan sikap
memperiakukan pekerja sebagai rnanusia
atas dasar kemitraan yang sejajar
sesuai  dengan kodrat, harkat, martabat
dan harga diri pekerfa.

Sarana hubungan industrial terdiri dari
Peraturan Perusahaan, Lembaga
Kerjasama Bipartit, Serikat Pekerja,
Perfanjlan Kerja Bersama, Organisasi
Pengusaha, Lembaga Kerjasama
Tripartit, Peraturan Perundang-
undangan Ketenaga kerjaan, dan
Lembaga Penyelesaian  Perselisthan
Industrial.

Setiap pengusaha yang mempekerjakan
10 orang atau lebih wajib membuat
Peraturan  Perusahaan. Peraturan
Perusahaan (PP) disusun oleh pengusaha
setelah atau tanpa berkonsultast dengan
wakil pekerfa, dan disahkan oleh
Menteri Tenaga kerja atau pejabat yang
ditunjuk. PP sekurang-kurangnya
memuat ketentuan mengenai hak dan
kewajiban pengusaha, hak dan kewafiban



tertib
waktu

pekerja, kerja, tata
jangka

berfakunya peraturan perusahaan.

syarat
perusahaan, dan

PP berlaku untuk dua tahun. Setiap
perubahan PP harus mendapat
pengesahan dari Menteri Tenaga kerja
atau pejabat yang ditunjuk. Pengusaha
wajib memberitahukan dan menjelaskan

PP kepada pekerja.

Setiap pengusaha yang mempekerjakan
50 orang pekerja atau lebih harus
membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit
(LKB). LKB terdiri dari wakil
pengusaha dan wakil pekerja yang
ditunjuk oleh pekerfa atau Serikat
Pekerfa. LKB berfungsi sebagai forum
komunikasi dan konsultasi mengenal
ketenaga kerjaan di perusahaan.

Setiap Pekerja berhak membentuk dan
menjadi anggota serikat pekerja. Sesual
dengan Undangundang No. 21 tahun

2000, Serikat Pekerja  berhak
melakukan perundingan dalam
penyusunan Perjanjian KerJa Bersama;
dan menyelesaikan perselisihan
industrial.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
dirundingkan dan  disusun  oleh

Pengusaha bersama Serikat Pekerja atau
beberapa Serikat Pekerja yang telah
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terdaftar dan mewakili sebagian terbesar
pekerja di
bersangkutan,

perusahaan yang
PKB paling sedikit
memuat ketentuan mengenal hak dan
kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban
pekerja dan Serikat Pekerja, serta jangka
waktu dan tanggal mulai berlakunya
PKB.

DI setiap perusahaan dapat disepaRati
hanya satu PKB yang berlaku untuk
Setlap PKB berfaku
untuk pafing lama dua tahun dan dapat

semua pekerja.

diperpanjang satu kall untuk paling lama
satu tahun. Pengusaha wajib mencetak,
membagikan dan menjelaskan Isi PKB
kepada seluruh pekerja.

Para pengusaha berhak membentuk atau
menjadi anggota organisasi atau asosiasi
pengusaha yang khusus menangani
bidang ketenaga kerjaan dalam rangka
pelaksanaan hubungan industrial.

Lembaga Kerjasama Tripartit (LKT)
terdil  dari Pemerintah,
pengusaha, dan ‘ pekeria, berfungsl
memberikan penimbangan, saran dan
pendapat kepada Pemerintah dan pihak-
pihak terkait mengenai kebilakan dan
pemecahan masalah ketenaga kerjaan.
LKT dapat disusun di tingkat nasional
dan tingkat daerah, serta menurut
sektor atau sub sektor ekonomi.

unsur



8. Lembaga Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Setlap persellsihan hubungan industrial
pada dasamya harus diselesatkan pada
forum atau lembaga kerjasama bipartit
oleh pengusaha dan pekerja atau serikat
pekerfa secara musyawarah untuk
mufakat, Perselisihan hubungan
Industrial yang tidak berhasil diselesaikan
secara bipartit, akan diselesalkan oleh
lembaga P4D dan atau P4P. Dalam
RUU yang baru, direncanakan untuk
diselesaikan melalui Majelis
Penyelesianan Perselisihan Hubungan
Industrial {PPHI) yang akan diatur
dalam undang-undang tersendiri.

Alternatif  lain  adalah  tindakan
pemaksaan atau  sepihak  berupa
pemogokan oleh serikat pekerja atau
penutupan perusahaan {/ock-out) oleh
pengusaha. Tindakan pemaksaan
berupa mogok dan  penutupan
perusahaan (fock-outf) merupakan hak
yang dapat dilakukan bila 'Lembaga
Bipartit atau mediator tidak berhasil
menyelesatkan perselisihan.  Rencana
mogok harus diberitahukan kepada
pengusaha dan instanst yang berwenang
7 hari sebelumnya, Pemberitahuan
tersebut menjelaskan :

a. waktu (hari, tanggal, dan jam)
mogok kerja dimulal dan diakhir;

b. tempat mogok kerja;

¢. alasan dan sebab-sebab pemogokan
harus dilakukan; '

d. tanda tangan ketua dan sekretaris
serikat  pekerfa, atau  oleh
koordinator/ penanggungjawab

pemogokan.

Pekerja berhak mendapatkan upah
selama melakukan pemogokan secara
sah untuk menuntut pengusaha yang
tidak melaksanakan ketentuan yang
bersifat normatif, yaitu kewajiban
pengusaha yang sudah diatur dalam
peraturan perundang-undangan,
perjanjian kerja, peraturan perusahamn
atau perjanjian kerja bersama.

Pengusaha tidak dibenarkan melakukan
penutupan perusahaan sebagai
pembalasan atas tindakan pemogokan
oleh sertkat pekerja. Pengusaha dapat
melakukan penutupan perusahaan bila
perundingan dengan serikat pekerja
dianggap gagal. Pengussha  wajib
memberitahukan rencana penutupan
perusahaan kepada pekerja atau serlkat
pekerja dan instansl yang berwenang 7
harl sebelum pelaksanaan dengan
menjelaskan waktu (harl, tanggal, dan
Jam) penutupan perusahaan dimulai dan



diakhiri, serta alasan dan sebab-sebab
melakukan penutupan perusahaan.

Instansi yang berwenang dalam 7 hart
rencana pemogokan atau penutupan
perusahaan wajib melakukan pendekatan
kepada pengusaha dan serikat pekerfa
yang bersangkutan,
berdamai dan

persefisihan mereka sendiri. Bila instansi

supaya mereka

menyelesatkan

yang berwenang dimaksud merasa tidak
berhasit menyelesaikan perselisihan, dia
wajib segera menyampaikan kasus
tersebut kepada Majelis PPHI. Dan
Malelis
pekerja

selama proses hukum dl
berlangsung, balk serlkat
maupun  pengusaha tidak boleh
melakukan tindakan sepihak.  Jadi
secara teorlfis, hak mogok dan hak
. menutup perusahaan

terjadi.

tidak sempat

Pemutusan Hubungan Kerja

Pengusaha, pekerja dan/atau Serikat
Pekerja harus sama-sama mengupayakan
menghindari  pemutusan  hubungan
kerja. Pengusaha dapat memutuskan
hubungan  kerja setelah

memperoleh penetapan dari lembaga

hanya
penyelesaian  perselisthan  hubungan
Industrial (LPPHI).
penetapan pemutusan hubungan kerja
diajukan secara tertulis kepada LPPHI

Permohonan
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dengan alasan-alasannya.

melakukan pemutusan

hubungan kerja dalam hal pekerja :

a. berhalangan masuk kerja karena
sakit menurut keterangan dokter
selama tidak melampaul 12 bulan
terus?menerus;

Pengusaha
dilarang

b. berhalangan menjalankan
pekerjaannya karena memenuhi
kewaflban terhadap negara;

¢. menjalankan Ibadah yang
diperintahkan agamanya;

d. menikah, hamil, melahirkan, atau
gugur kandungan;

e. pekerja mempunyal pertalian darah
dan/atau ikatan perkawinan dengan

lainnya di dalam satu
perusahaan, kecuall telah diatur
dalam KKB atau PP;

f. mendirikan, menjadi  anggota
dan/atau menjadi pengurus Serlkat
Pekerfa;

g mengadukan pengusaha kepada
yang berwajib mengenal perbuatan

pekerja

pengusaha yang melakukan tindak
pidana kejahatan;

h. mempunyal perbedaan paham,
agama, alfran poﬁtik, suku, wama

kulit, golongan, jenis kelamin,
kondisi fisik, atau  status
perkawinan;

. dalam keadaan cacat tetap atau
sakit akibat kecelakaan kerfa atau
hubungan kerja.



LPPHI  belum
pengusaha dan pekerja
sepert
pemutusan

Sefama  putusan
ditetapkan,

melaksanakan  kewajibannya
blasa. Dalam  proses
hubungan
melakukan
membaya upah dan hak-hak pekerja
Dalam hal terjadi

pemutusan hubungan kerja, pengusaha

kerja, pengusaha dapat

skorsing dengan tetap

sepereti biasanya.

wajib membayar :

a. uang pesangon sesual dengan masa
kerja, mulai dari satu bulan upah
untuk masa kerja kurang dari satu
tahun, hingga ¢ bulan upah untuk
masa kerja ketia 8 tahun atau lebih;

b. uang penghargaan masa kerja 2
bulan- upah untuk masa kerja 3
tahun atau lebih tetapi kurang dari
6 tahuln, hingga 10 bulan upah
untuk masa kerja 24 tahun atau
leblh;

¢. penggantian hak yang belum
diterima meliputi cuti tahunan yang
belum diambil, biaya kembali ke

15%

- atau

tempat pekerja diterima,
uang  pesangon dan
penghargaan masa kerja sebagal
penggantian  perumahan  dan
pengobatan, dan hal-hal lain yang
telah ditetapkan.
Tanpa ketetapan LPPHI, pengusaha

dapat memutuskan hubungan kerja atas
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pekerja

yang terbukti melakukan

kesalahan berat seperti :

a‘

melakukan penipuan, pencurian,
atau penggelapan barang dan/atau
vang millk perusahaan;

memberikan  keterangan

palsu
sehingga merugikan perusahaan;
mabuk,

memakai dan atau

mengedarkan narkotika di
lingkungan kerja;

melakukan asusila atau perjudian di
lingkungan kerja;
menyerang, menganiaya,
mengancam, atau mengintimidasi
teman sekerja atau pengusaha di
lingkungan kerja;

membujuk teman sekerja atau
melakukan

bertentangan

untuk
yang
peraturan

pengusaha
perbuatan
dengan perundang-
undangan;
dengan ceroboh atau sengaja
merusak atau memblarkan dalam
keadaan

bahaya barang milik

perusahaan yang menimbulkan
kerugian bag perusahaan;

dengan ceroboh atau sengaja
membiarkan te.man sekerja atau
pengusaha dalam keadaan bahaya
di tempat kerja;

membongkar atau membocorkan
rahasia perusahaan yang seharusnya
dirahasiakan

kepentingan negara; atau

kecuali untuk



j.  melakukan perbuatan lalnnya di

lingkungan yang
diancam pidana penjara 5 tahun

perusahaan

atau lebih,

Pekerja yang bersangkutan memperoleh
uang penggantian hak dan uang pisah.
Pekerja

pemutusan

yang keberatan menerima
kerja
pengusaha, dapat mengajukan gugatan
ke LPPHI.

hubungan oleh

Pengusaha wajib memberikan bantuan
kepada keluarga tanggungan pekerja,
bila pekerja ditahan yang berwajib
karena diduga melakukan tindak pidana.
Bantuan diberikan untuk paling fama 6
bulan menurut jumiah tanggungan, yaitu
25% upah’ untuk tanggungan satu
orang; 35% upah untuk tanggungan 2
orang; 45% upah untuk tanggungan 3
orang; 50% upah untuk tanggungan 4

orang.

Pengusaha  wajib  mempekerjakan
kembali pekerja yang sebelum 6 bulan
dinyatakan tidak bersalah. Pengusaha
penetapan  LPPHI
memutuskan hubungan kerfa  atas

tanpa dapat
pekerfa yang dalam 6 bulan tidak
melakukan pekerjaan karena proses
perkara pldana atau setelah ditetapkan
dan  dinyatakan  bersalah
pengadiian. Untuk itu, pengusaha wajib

oleh
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membayar uang penghargaan dan uang
penggantian hak.

Pengusaha dapat memutuskan hubungan
kerja kepada pekerja yang melakukan
pelanggaran disiplin sesuai dengan yang
diatur dalam perjanjian kerla, PP atau
PKB, setelah diberl surat peringatan
pertama, kedua dan ketiga. Pekerja
tersebut mendapat vang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang

penggantian hak sesuai  dengan

ketentuan.

Pekerja yang tidak terlkat dalam lkatan
dinas dapat mengajukan pengunduran
diri atas kemauan sendirl selambat-
lambatnya 30 hari sebelum pemutusan
hubungan kerja berlaku, Pekerfa yang
bersangkutan melakukan tugasnya dan
memperoleh hak-haknya seperti blasa
hingga surat berlakunya pemutusan
kerja. Pekerja yang
mengundurkan dirl berhak memperoleh
uang penggantian hak dan uang pisah
sesuai dengan ketentuan yané berfaku.

hubungan

Pengusaha dapat mel;';llcukan pemutusan
hubungan kerja terhédap pekerja dalam
hal  terfadl status,
penggabungan, peleburan
perusahaan; perusahaan tutup karena
mengalaml kerugian selama dua tahun
terakhir;

perubahan
atau

perusahaan melakukan



efisiensl; perusahaan mengalami pailit.

Pengusaha wajib membayar uang

pesangon dua kafl, uang penghargaan

masa kerja dan uang penggantian hak

kepada pekerja yang terkena PHK bila

pengusaha mefakukan : \

a. perubahan status, penggabungan,
atau peleburan perusahaan, dan
tidak  bermaksud

mempekerjakan pekerja; atau

melanjutkan
b. efisiensi perusahaan.

Pengusaha wajib membayar uang

pesangon, uang penghargaan masa kerja

dan uang penggantian hak kepada
pekerja yang terkena PHK bila :

a. pengusaha melakukan perubahan
status, penggabungan, peleburan,
atau  perubahan  kepemilikan

perusahaan, akan tetapi pekerja

tidak bersedia

hubungan kerja;

melanjutkan

b. perusabaan terpaksa ditutup karena
terbukti mengalami kerugian selama
dua tahun terakhir;

¢. perusahaan pailit.

dunia, ahli

uang

Bila pekerja meninggal
berhak
pesangon dua kali, uang penghargaan

warisnya menerima

masa kerja, dan uang penggantian hak.

Pengussha pada dasarnya  harus

mempertanggungkan semua peketfa

pada program Dana Pensiun dengan
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membayar seluruh iuran, atau. sebagian

luran dan sebagian lagi oleh pekerja.

Dalam hubungan ini, pengusaha :

a. tidak perlu membayar apa-apa, bila
manfaat pensiun dari iuran
pengusaha sama atau lebih besar
dari perjumlahan uang pesangon
dua kafi, uang penghargaan masa
kerja dan uang penggantian hak;

b. wajib membayar selisih perjumlahan
uang pesangon dua Kall uang
penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak dengan manfax
pensiun darl iuran pengusaha.

Pengusaha wajib membayar uang

pesangon dua Kafj, uang penghargaan

masa kerja dan uang penggantian hak
bagi peketria yang pensiun yang tidak
dipertanggung-kan pada program Dana

Pensiun,

Pekerja yang mangkir selama lima hari
atau leblh tanpa alasan yang patut, dan
sudah dipanggil dua Kkali oleh
pengusaha, dapat ‘ dianggap
mengundurkan dfrl{ dan pengusaha
dapat memutuskan hubungan kerjanya.
berhak

memperoleh uang penggantian hak dan

Pekerja yang bersangkutan

uang pisah.

Pekerja dapat mengajukan permohonan

PHK kepada LPPHI bila pengusaha terbukti :



a. menganiaya, menghina secara kasar
atau mengancam pekerja;

a. membujuk atau menyuruh pekerja
melakukan yang
bertentangan dengan hukum;

perbuatan

b. tidak membayar upah tepat waktu
selama 3 bulan atau lebih;

c. tidak melakukan kewajiban yang
telah difanjikan kepada pekerja;
atau

d. memerintahkan pekerja melakukan
pekerjaan di luar yang

diperjanjikan.

Pekerja dengan alasan tersebut di atas
berhak menerima uvang pesangoh dua
kali, uang penghargaan masa kerja, dan
Bila LPPHI
menetapkan' tuduhan pekerja tidak

uang penggantian hak.

terbukti, penguszha dapat memutuskan
hubungan kerja terhadap pekerja yang
bersangkutan tanpa membayar uang
pesangon dan uang penghargaan masa
kerja.

Pekerja dapat mengajukan gugatan
kepada LPPH] dalam satu tahun setefah
pemutusan hubungan kerja karena
pekerja melakukan kesalahan berat,
pekerja dalam & bulan tidak masuk kerja
karena dalam proses perkara pidana,
diri  atas

pekerja  mengundurkan

kemauan sendiri.
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10. Pengawasan dan Penyidikan

Pengawasan ketenaga kerjaan dilakukan
oleh pegawal pengawas yang kompeten
tergabung dalam unit tersendiri pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota.
Dengan demikian pegawal pengawas
melakukan

mengambil

dapat tugasnya dan

keputusan secara
independen, tidak terpengaruh oleh

pihak lain.

Disamping penyidik pejabat
Negara,

Polisi
pengawas ketenaga Kerfaan
yang memenuhi syarat dapat diberi
Penyidik
Penyidik PNS
tersebut berwenang di bidang ketenaga

wewenang khusus sebagai

Pegawai Negeri Sipil.

kerjaan :

a. melakukan  pemeriksaan  atas
kebenaran [aporan serta keterangan
tentang tindak pidana;

b. melakukan pemeriksaaq terhadap
orang yang diduga melakukan
tindak pidanz;

¢. meminta keterahgan dan bahan
bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan tindak pidana;

d. melakukan  pemeriksaan  atau

penyitaan bahan atau barang bukti
dalam perkara tindak pidana;



11.

e. melakukan pemeriksaan atas surat
dan atau dokumen lain tentang
tindak pidana;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;

g. menghentlkan penyidikan apabila

tidak terdapat cukup buktl yang

membuktikan  tentang  adanya
tindak pidana.
Ketentuan Pldana dan Sanksi

Administratif
Pengusaha  dapat diancam  dan
dikenakan hukuman pidana penjara
antara 2-5 tahun dan atau denda Rp
200 - Rp 500 juta atas pelanggaran
kejatan rhempekeriakan anak pada
pekerjaan sangat berbahaya (Pasal 74)
yaitu menyangkut :
a. perbudakan atau sejenisnya;
b. pelacuran, produksi pornografl,
atau perjudian;
c. perdagangan minuman keras dan
narkotika;
d. pekerjaan berbahaya untuk
keselamatan, kesehatan dan moral
anak.
Pengusaha dapat  diancam  dan
dikenakan hukuman pidana penjara
antara 1-5 tahun dan atau denda Rp
100 - Rp 500 juta atas pelanggaran

kejahatan tidak membayar kompensasi
pensiun (Pasal 167 ayat 5) sebesar dua
kali pesangon, satu _kali uang
penghargaan masa kerja, dan satu kali
uang penggantian hak.
Pengusaha dapat diancam dan
dikenakan hukuman pidana penjara
antara 1-4 tahun dan atau denda
sebanyak Rp 100 - Rp 400 juta atas
pelanggaran kefahatan :

a. mempekerjakan tenaga kerfa asing
tanpa izin (Pasal 42 ayat 1);

b. perseorangan mempekerjakan
tenaga kerja asing {Pasal 42 ayai
2);
mempekerjakan anak (Pasal 68);
mempekerjakan anak pada
pekerjaan ringan tidak memenuhi
persyaratan seperti bahwa harus
ada izin tertulls dari orangtua,
melebihi 3 jam satu hari (Pasal 69
ayat {2});

e. tidak memberikan ‘ kesempatan

kepada pekerja  melaksanakan
ibadah agamanya (Pasal 80);

f. tidak memberikan istirahat 1,5
bulan bagi perempuan sebelum
melahirkan, sesudah melahirkan,
dan setelah gugur kandung (Pasal

82);



g. membayar upah leblh rendah dari
ketentuan upah minimum {Pasal
90);

h. menghalang-halangl pekerja dan
atau serikat pekerja menggunakan
hak mogok secara sah, tertib dan
damai (Pasal 143);

;. menolak mempekerjakan kembali
pekerja yang semula diduga
melakukan tindak pidana tetapi
sebelum 6 bulan dinyatakan tldak
bersalah (Pasal 160 ayat {4});

j. tidak membayar uang penghargaan
masa kerja dan uang penggantian
hak kepada pekerja yang diduga
melakukan tindak pidana dan telah
diputuskan  hubungan
{Pasal 160 ayat {7}).

kerjanya

Pengusaha  dapat  diancam  dan
dikenakan

antara 1 bulan - 4 tahun atau denda Rp

hukuman pldana penjara

10 - Rp 400 juta atas pelanggaran :

a. tidak

kesejahteraan,

memberikan perlindungan

keselamatan, dan
kesehatan pekerja (Pasal 35 ayat
{2} dan ayat {3});

b. tidak membayar upah pada saat
pekerja tidak melakukan pekerjaan
karena sakit, menikah, menikahkan

anak,

melaksanakan hak istirahat, dan

Jain-lain (Pasal 93 ayat {2}).

atau mengkhitankan
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Pengusaha
dikenakan pidana penjara

antara | -12 bulan atau denda sebesar

dapat  diancam  dan

‘hukuman

Rp 10 - Rp 100 juta atas pelanggaran :

a. mempekerjakan tenaga kerja asing
tidak sesuai dengan ketentuan
jabatan dan standar kompetenst
(Pasal 44 ayat {1});

b. tdak tenaga
pendamping bagl tenaga kerfa asing
(Pasal 45 ayat {1});

¢. tidak memberlkan perlindungan

menugaskan

bagi tenaga kerja penyandang cacat
sesual dengan kecacatannya (Pasal
67 ayat {1});

d. tidak memenuhi ketentuan dalam
mempekerjakan anak (Pasal 71
ayat {2});

e, tidak memenuhl ketentuan dalam

tenaga  kerja
perempuan pada malam hari {Pasal
76);

f. tidak memenuhi kétentuan dalam

mempekerfakan

menugaskan kerja lembur (Pasal
78); |

g. tidak memenuhi ketentuan dalam
memberikan waktu istirahat dan
cutl kerja (Pasal 79);

h. tidak membayar upah lembur bagi
pekerfa yang ditugaskan bekerja
lembur pada hari libur resmi (Pasal
85 ayat {3]);



i. mengganti pekerja yang melakukan
mogok kerja, atau memberikan
sanksi atau tindakan balasan kepada
pekerja melakukan mogok kerja
sesuai  dengan ketentuan (Pasal
144).

Pengusaha dapat diancam dan

dikenakan hukuman

sebesar Rp 5 - Rp 50 juta atas

pidana denda

pelanggaran :
a. tdak menerbltkan
pengangkatan bagi pekerja yang

surat

dipekerjakan dalam waktu tak
tertentu dengan perjanjian kerja
fisan (Pasal 63);

b. tidak memenuhi ketentuan dalam
menugaskan kerja lembur (Pasal 78
ayat {1});

c. tidak
Perusahaan sesual dengan ketentuan
(Pasal 108);

d. tidak memperbaharui

membuat Peraturan

Peraturan
Perusahaan yang sudah habis wakewu
dalam 2 tahun (Pasal 111 ayat
{31

e. tidak menjelaskan ist Peraturan
Perusahaan kepada pekerja (Pasal
114);

f. tidak memberitahukan

penutupan

rencana
kepada
pekerja atau serikat pekerja dan

perusahaan

instansi yang bertanggungiawab di
bidang ketenaga kerjaan.
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Sanksi administratif dapat dikenakan

berupa surat teguran, peringatan

tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
pembekuan kegiatan usaha, pembatalan
persetujuan, pembatalan pendaftaran,
penghentlan sementara sebagian atau

seluruh alat produksi, atau pencabutan

fzin  atas  pelanggaran  terhadap

ketentuan :

a. tindakan diskriminatif pada
penerimaan pekerja (Pasal 5);

b. tindakan  diskriminatif = dalam
perlakuan terhadap pekerja (Pasal
6);

c. tidak memenuhi  persyaratan
penyelenggara pelatihan (Pasal 15)}

d, d. tidak memperolch 1{zin
menyelenggarakan pemagangan

dt luar negeri (Pasal 25);
€. memungut biaya
penempatan dari
{Pasal 38 ayat {2}});

f. tidak menunjuk tenaga pendamping

pelayanan
tenaga kerja

bagl tenaga kerfa asing (Pasal 45);

g. tidak membayar kompensasi atas
penggunaan ‘tenaga kerl]a asing
(Pasal 47);

h. tidak memulangkan tenaga kerja
asing yang hubungan kerlanya
berakhir (Pasal 48);

i, tidak
manajemen  keselamatan  dan
kesehatan kerja (Pasal 87);

menerapkan sistem



. tidak membentuk lembaga ' {. tldak memberikan bantuan kepada

kerjasama bipartit di perusahaan keluarga pekerja, bila pekerja

yang mempekerjakan 50 orang ditahan karena diduga melakukan

atau iebih {Pasal 106); tindakan pidana (Pasal
k. tidak mencetak dan membagikan 160) **w*s

~ naskah perjanjian kerja bersama
kepada pekerja (Pasal 126 ayat
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PEMBANGUNAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS

Oleh : Drs. Syaufii Syamsuddin, SH, MH

1. Konflik Perdagangan Internasional

Dunia perdagangan Internasional pada
era tujuh puluhan menunjukkan
Ditandal

dengan semakin banyaknya negara-negara

kemajuan yang sangat pesat.

maju menanam modalnya di negara-negara
berkembang, terutama di kawasan Asia
Timur dan Asla Tenggara, dalam bentuk
investasi langsung atau melafui pinjaman
dan/atau dalam bentuk [ain. Para investor
negara-negara maju beranggapan bahwa
dengan menanamkan modafnya di kawasan-
kawasan tersebut diharapkan mendapat
keuntungan yang lebih besar darl pada di
negara maju. Akibatnya, investasi baru di
negara maju dirasakan berkurang, sehingga
kesempatan kerja baru juga relatif terbatas.
Di sisi yang Iain,‘ dalam waktu yang
bersamaan ekspor negara-negara
berkembang khususnya dari kawasan Asia
Timur dan Tenggara terus berkembang,
sehingga telah bersaing dengan produk
domestlk negara maju. Kondisi Ini semakin

memperburuk neraca pembayaran negara-
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negara maju dan kesempatan kerja di dalam
negerinya.

Masalah-masalah tersebut  telah

mendorong serikat pekerja di negara maju

menyampalkan protes, yang antara lain
menuduh negara-negara berkembang
menekan blaya produksi dengan jalan

memberlakukan upah rendah dan kondisi
syarat kerfa yang rendah, sehingga dengan
blaya yang rendah negara-negara berkembang
dapat menarik investor asing. Proses produksi
di negara-negara berkembang juga kurang
hak-hak  dasar
Berdasarkan alasan itu mereka menuntut

memperhatikan pekerja.
pemerintahnya agar membuat kebijaksanaan
yang dapat membatasi arus investasi ke luar
negeri dan dilakukan penibatasan impbr
kepada negara-negara l:gerkembang.

Protes ini ditanggapl pemerintah
negara maju dengan jalan ingin memasukkan
soclal  clause menjadi
perdagangan yang berada
dalam pengendalian WTO. Negara-negara

salah satu syarat

internastonal



berkembang melihat bahwa memasukkan

social clause ke dalam persyaratan

perdagangan intemasional, hanyalah
merupakan upaya darl negara-negara maju
Bersama kelompok pekerjanya sebagal
bentuk proteksi

negara berkembang menolak setiap upaya

terselubung, sehingga
menggunakan pelaksanaan konvensl dasar
ILO sebagal syarat untuk ikut serta dalam
perdagangan Internasional.

Pada bulan April tahun 1994,
dilakukan perslapan pembentukan World
Trade Organisation (WTO) di Marrakesh.

Sejak saat itu negara maju berusaha
untuk mengaitkan pelaksanaan aspek-aspek
soslal, khususnya standar-standar
ketenagakerjaan d'engan perdagangan dunia.
Negara-negara maju  berupaya dan
mengusulkan agar setiap negara memenuhi
social clause berupa persyaratan
perfindungan sosial minimum untuk dapat
ikut serta dalam

multilateral atau internasional. Usul negara

sistem perdagangan

maju tersebut banyak ditentang oleh negara-
negara berkembang, sehingga diputuskan
- bahwa pelaksanaan standar ketenagakerjaan
yang dikaitkan dengan perdagangan dunia,
tidak dimasukkan d!
pembentukan dan program WTO, tetapt
dimasukkan pada deklarasl para menteri
tentang perlunya pelaksanaan soctal clause
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dalam dokumen

tersebut  untuk  dipakai

pertimbangan

bahan
pelaksanaan

sebagal
dalam
perdagangan Internasional.

2, Konvensl Dasar ILO
Perdebatan mengenal social clause tersebut
terus berlanjut sampal pada sldang umum
International  Labour  Conference -
International Labour Organisation (ILC-ILO)
ke-82 tahun 1994 di Jenewa. Dalam sidang
tersebut terdapat perbedaan pandangan
antara  negara-negara maju  termasuk
kelompok pekerja di satu sisi, dengan negara-
negara berkembang termasuk pengusaha
disisl laln, Negara-negara maju dan kelompok
pekerja pada umumnya secara bersama-sama
mendorong untuk mengaitkan pelaksanaan
standar-standar ILO dengan perdagangan
akan tetapi

berkembang termasuk pengusaha menolak

internasional, negara-negara
gagasan tersebut. Dengan tidak tercapainya
kesepakatan bidang
perdagangan internasional, mendorong Badan
Pekerfa (Governing Body-ILO) pada bulan
Juni 1994 membeniuk Panitia Kerja
(Working Party) untuk membahas tinjauan
soslal  dart  liberallsasl  perdagangan
internasional dimaksud,  Kesimpulan darl
kegiatan tersebut antara laln disetujulnya
penetapan tujuh konvensi ILO dijadikan
standar persyaratan perdagangan international

persyaratan di



dan semua negara harus meratifikasi dan
menerapkannya.

Dalam pertemuan-pertemuan
internasional selanjutnya, ketujuh konvensl
dasar tersebut menjadi topik bahasan, antara
lain pada tahun 1995 dalam kesempatan
World Summit on Soctal Development di
Kopenhagen. Para kepala negara termasuk
Presiden Republik Indonesia, setuju untuk
segera meratifikasi tufuh konvensi dasar
tersebut. Kemudian di tahun 1996 pada
saat  berlangsungnya Konferensl Tingkat
Menteri Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO) di Singapura tahun 1996, negara-
negara peserta memperbaharul kesepakatan
mereka untuk secara bersama melaksanakan
dan mengawasi pelaksanaan standar-standar
dasar ketenagakerjaan (tujuh Konvensl Dasar
ILO) yang diakui secara internasional oleh
negara anggota. Negara peserta mengakui
ILO

berwenang

bahwa merupakan badan yang

untuk  menetapkan  dan

mengawasi  pelaksanaan  standar-standar

tersebut, sekaligus menegaskan kembali
dukungan terhadap keglatan-kegiatan [LO
yang ditujukan untuk mengusahakan agar
standar-standar tersebut dapat diterima oleh
masyarakat  internasional dalam
melaksanakan perdagangan bebas.

Sebagai tindak lanjut kesepatan bersama
tersebut, pada tanggal 18 Juni 1998,
dalam Sidang Umum (ILC) di Jenewa,
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sidang menerima Deklarasi ILO mengenai
Prinsip-prinsip dan Hak Dasar (Konvensi

Dasar) di tempat kerja beserta tindak
lanjutnya. Deklarasi ini bertujuan
menyatupadukan keinginan untuk

mendorong tiap-tiap negara agar terjamin
kemajuan sosialnya dan dapat berjalan seiring
dengan kemajuan ekonomi, adanya kesadaran
dan kesediaan untuk menghormati
kondisi, peluang

kecenderungan masing-masing negara di

perbedaan dan
dalam arena perdagangan bebas. Dengan
demikian ILO telah menjawab tantangan
globalisasi yang telah menjadi pusat
perdebatan dalam tubuh ILO sejak tahun
1994,

Deklarasi  tersebut  memberikan
sumbangan yang penting bagi tercapalnya
tujuan yang digariskan dalam salah satw
Rencana Aksi yang telah disetujui dalam
Pertemuan untuk
menjaga dan menanamkan rasa hormat
terhadap hak-hak asasl pekerja, dengan
mewajibkan  negara-negara  yang  lkut
meratifikas! ' ILO  untuk

melaksanakan secara penuh konvensi dasar

Puncak Kopenhagen

konvensi-konvensi

tersebut dan meminta negara-negara lain yang
belum meratifikasi untuk menghormatl dan
melaksanakan prinsip-prinsip yang terangkum
dalam konvensi tersebut,

Setelah menghadapi tantangan dari negara-



negara berkembang, berlkutnya
adalah bahwa

pekerja di negara maju memaksa negara-

upaya
pemerintah dan serlkat

negara berkembang untuk meratifikasi tujuh
konvensl dasar ILO. Negara maju dan
serikat pekerjanya beranggapan fika negara
tefah tujuh
konvensi dasar, posisl pekerja di negara

berkembang meratifikasi
berkembang menjadi semakin kuat, sehingga
diharapkan dapat menuntut upah yang lebth
tinggl dan kondisi kerja yang leblh baik.
Dengan kondisi Ini maka akan meningkatkan
biaya produks! di negara berkembang, yang
akhimya produk dari negara berkembang
menjadi kurang kompetitif di negara maju.

dalam
tersebut,

Jika negara berkembang gagal
melaksanakan konvensi dasar

maka akan membuka peluang ILO untuk
memprotes negara yang bersangkutan
melalul Komite Kebebasan Berserikat ILO

dan Komite Aplikasi Standar.

Pada perkembangan yang terakhir,

dalam Sidang Umum (ILC) vyang ke 87,
pada Bulan Juni 1999 telah dikeluarkan
satu konvensi baru, Konvenst Nomor 182
Tahun 1999 tentang Pelarangan dan
Tindakan Segera Penghapusan  Bentuk-
bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak
(The Worst Forms of Child Labour).
Dengan diterimanya konvensi ini dan
dinyatakan sebagal salah satu konvensi dasar
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yang baru, maka sekarang konvensi dasar ILO
bertambah satu menjadi delapan konvenst
dasar, Setlap konvensi yang ditetapkan oleh
Sidang Umum (ILC), melalui prosedur yang
cukup panjang, dan setiap negara anggota
ILO dilibatkan secara langsung sejak dalam
tahap perstapan, pembahasan dan sampai
penetapan standar ILO tersebut. Dengan
demikian setiap anggota ILO mempunyai
kewajiban moral untuk meratifikasi Konvensi
tersebut. Sesual dengan ketentuan Konstitusi
ILO, setlap konvensi yang telah disahkan
dalam Sidang Umum (ILC) pada dasamya
harus disampaikan oleh negara anggota
kepada pemerintah dan lembaga kenegaraan
negara masing-masing (Submission).

3. Ratifikasi Konvensi Dasar ILO

Secara umum setlap negara

mempunyali  kewajiban  moral  untuk
meratifikasl semua konvenst [LO, namun
setiap menunda  untuk
meratifikasi konvensi ILO, sampgi waktu tidak

terbatas.

negara dapat

Tergantung dari  pertimbangan
berbagal kondisi sosial ekonomt naslonalnya.
Menyadari keadaan den_ilkian, maka negara-
negara maju dan kelompok pekerja khawatir
bahwa negara-negara berkembang tetap tidak
akan meratifikasl konvensi dasar, menunda

atau memperiambat untuk meratifikasinya,

Menyikapl keadaan inl mereka mulai



memperjuangkan tahap berikutnya, yaitu
melalui satu Deklarasi ILO yang mewalibkan'
semua negara untuk meratifikasl semua
tetapl itn tidak

berhasil, komprominya adalah bahwa setiap

konvensi dasar, usaha
negara mempunyai kewajiban melaporkan
pelaksanaan prinsip-prinsip Konvensi Dasar
ILO, meskipun negara yang bersangkutan

belum meratifikasinya.

Bagi bangsa Indonesla tahun 1997
sampai dengan 1999 merupakan tahun-
tahun yang sangat bersefarah. Hal ini dlawali
dengan krisls ekonomi di Asia

pertengahan tahun 1997. Krisls ekonomi

sejak

tersebut telah memberikan dampak yang
berat bagi bangsa dan masyarakat Indonesla
secara sosial maupun ekonomis. Disusul pula
dengan tuntutan reformasi yang merambah
ke seluruh bidang kehidupan, antara fain
sistem pemerintahan, ekonomi, sostal,
hukum dan termasuk tuntutan terhadap
hak-hak asasi manusla, proses demokrasi dan
kebebasan, yang sangat keras dilakukan oleh
selurub  kekuatan masyarakat, Sejalan
dengan meningkatnya Hak Asasl
Manusia (HAM) di seluruh dunla, tuntutan

mengenal hak asasi manusia itu juga telah

isu

menjadi salah satu pokok permasalahan yang
terjadi di dalam negerl, khususnya tuntutan
mengenai hak-hak asasi yang berkaltan
Banyak
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dengan bidang ketenagakerjaan.

sekall terjadi mogok dan unjuk rasa yang
menuntut keadilan dan dilaksanakannya
Deklarasi Umum tentang HAM, terutama

mengenai jaminan hak-hak setiap orang.

Sehubungan dengan derasnya arus tuntutan
perfindungan atas hak-hak asasi manusia
tersebut, telah 'ter]adi perkembangan dan
perubahan yang dibidang
ketenagakerjaan. Perkembangan yang terjadi
di Indonesia sejak pertengahan tahun 1998
sangat erat Kkaitannya dengan pelaksanaan
hak-hak asasi manusia khususnya di tempat
kerja, yang selama Inl telah dirumuskan
dalam beberapa konvensi dasar ILO. Langkah
konkrit yang dilakukan Pemerintah Indonesia
ialah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87
tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat
dan Perlindungan

cepat

Hak Berorganisasl, diratifikasi dengan
Keputusan Presiden Nomor83 Tahun 1998
tentang ILO
Nomormor 87 tentang Kebehasan Berserikat
dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi,
pada tanggal 5 Juni 13?98. Ratifikasi konvens!
ini telah membuka kesempatan bagi ILO
untuk bekerja sama membantu Pemerintah

Pengesahan Konvensi

Indonesia dalam hal pelaksanaan standar-

standar dan reformasi
bidang

juga membantu

ketenagakerjaan
peraturan perundang-undangan di

ketenagakerjaan. [LO



Indonesia dalam menegakkan kebebasan
berserikat dan berunding bersama sejalan
dengan Konvensi Nomor 98 tentang Hak-
hak Berorganisasi dan Berunding Bersama
*yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun
1957.

Dalam menindaklanjuti kerfa sama

tersebut, Pemerintah Indonesia
memutuskan untuk menunda berfakunya
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997
tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang
tersebut seyogyanya mulal berlaku sejak
tanggal 1 Oktober 1998, namun sangat
banyak mendapatkan kritikan dan tanggapan
darl berbagal kelompok masyarakat.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997
ditunda berlakunya sampal dengan tanggal 1
Oktober tahun 2000, dengan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 1998. Selama
kurun waktu penundaan tersebut dilakukan
penyempurnaan. Selain itu pihak ILO juga
untuk

meminta Pemerintah Indonesia

meninjau kembali peraturan perundang-
undangan dan rancangan perundang-
undangan yang tidak sesuai dengan

ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ILO
Nomor 87 dan Nomor 9¢8. Dengan
bantuan ILO, segera dibuat pula Rancangan
Undang-undang tentang Serikat Pekerja, dan
kemudian dilakukan ratifikasi atas tiga

konvensi dasar lainnya yaltu Konvensi ILO
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105, 111, dan 138 pada tanggal 7 Mei
1999.

Dalam perkembangannya, ternyata kemudian
ILO menambah satu lagi konvensi dasar.
Dalam Sidang ILO yang ke-87 (bulan Juni
tahun 1999), dladopsi satu lagt Konvensi
ILO yang juga ditetapkan sebagal Konvensi
Dasar, yaltu Konvensi Nomor 82 tentang
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan
Bentuk-bentuk Terburuk Pekerfaan Untuk
Anak (Concerning The Prohibition and
Immediate Action For The Elimination of
The Worst Forms of Child Labour). Dengan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000,
Indonesla meratifikasl Konvenst ILO Nomor
182 mengenai Pelarangan dan Tindakan
Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk
Pekerjaan Untuk Anak tersebut, dengan
demiklan Indonesia telah meratifikasi konvensi
dasar yang kedelapan. Dalam waktu kurang
dari dua tahun, lima konvensi dasar telah
diratifikast dengan Undang-undang dan
Keppres.

Dari berbagal sumber élapat dicatat
beberapa alasan dan pertimbangan, mengapa
Indonesia segera meratifikasi semua Konvensl
Dasar ILO tersebut;

Pertama, Negara-negara maju dan kelompok
pekerja secara langsung atau tidak langsung,
terang-terangan atau tersembunyl akan terus
perdagangan

menekan negara-negara



berkembang  dengan  mempergunakan

konvensi dasar tersebut sebagai alat
penekan. Hal ini terbukd sebagalmana taktik
kelompok pekerja yang dikemukakan pada
ILO ke 264
Nomorpember 1995, yaitu bahwa mereka

setufu

sidang Badan Pekerja
mengesampingkan perdebatan
sanksi
penyelesaian

mengenal perdagangan guna

memperlancar perdebatan
tersebut namun pada kesempatan lain
mereka akan tetap mengemukakan kembali
hal dimaksud pada saat yang tepat. Di
samping Itu pada sidang GB - ILO ke-273
Nomorpember 1998, kelompok pekeria
dan negara-negara maju telah mengusulkan
hal lain yaitu ingin memberlakukan label
bebas penggunaan pekerja anak untuk setiap
produk, walaupun pekerja anak tersebut
bekerja secara suka rela.

belum meratifikast

Indonesia

Kedua, Walaupun

seluruh  konvensi  dasar,
sebagaimana juga semua anggota ILO setiap
tahun harus melaporkan pelaksanaan prinsip
tersebut. atau

konvensi Kegagalan

kekurangan yang dilaporkan akan dapat
mengundang pihak luar negeri dan ILO
sendiri untuk menyampaikan kritik, dan hal
ini akan dapat menyebabkan kesulitan posisi
Indonesia di dunia internasional.

Ketiga, Dengan meratifikasi Konvensl Dasar
ini menunjukkan kesungguhan Indonesia
dan

dalam memajukan, melindungi,
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menghormati hak-hak  dasar pekerja
sebagaimana telah dinyatakan dalam Dekiarasi
JLO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak
Dasar di Tempat Kerja yang diadopsi pada
1998. Hal ini lebih
meningkatkan citra positif Indonesia dan

memantapkan

bulan Juni akan

kepercayaan  masyarakat
internasional terhadap Indonesia.

Keempat, Negara-negara maju telah mulai
melaksanakan standar-standar perdagangan
International antara lain dengan
memberlakukan seperti Sistem Manajemen
Mutu (ISO -~ 9000 Serles), Sistem
Manajemen Lingkungan (ISO-14000 Series)
dan Pertanggung Jawaban Lingkungan dan
(S.A 8000),

konvensi dasar ILO mengharuskan Indonesia

Sosial dengan meratifikasi
untuk menyiapkan diri, sejajar dengan bangsa
lain dalam memenuhi standar perdagangan
international.

Kelima, Dari dalam negeri, ratifikasi konvensi
dasar, merupakan pelaksanaan Ketetapan
MPR Nomormor: [V/MPR/1999 Tentang
Garls-garis Besar haluan Negara, mengenai
arah kebijaksanaan yang digariskan dibidang
hukum, yang untuk

melanjutkan ratifikasi konvensi internasional,

mengamanatkan

terutama yang berkaitan dengan hak asasi

manusia sesuai dengan hubungan dan
kepentingan bangsa, sekaligus dapat merubah

citra Indonesia di dunia internasional.



Keenam, Selama inl penanganan masalah
ketenagakerjaan di dunia internasional tdk
beratnya dilakukan hanya
Tenaga Kerja

secara sektoral
oleh Departemen dan
Departemen Luar Negerl yang berkaitan
erat dengan hubungan luar negeri, sehingga
Departemen Tenaga Kerja sering mengalami
kesulitan dalam penyampalan penjelasan dan
penyelesaian kasus yang dituduhkan oleh
terhadap

Indonesia

masyarakat internasional
di
karena kurangnya perhatian instansi lain,

telah meratifikasi konvensi ini,

pelanggaraan yang terjadi

Dengan
maka akan semakin banyak unsur atau
instansi  terkait yang teribat
bertanggung jawab,

dan
sehingga Indonesia
dapat memberikan penjelasan dan laporan
yang lengkap dan akurat.

Ketujuh, Masih banyaknya pengusaha
hak-hak

pekerja meskipun andil dan peran serta

yang kurang memperhatikan

pekerja terhadap kemajuan perusahaan dan
besar.
maka diharapkan

pembangunan  cukup Dengan
meratifikasi
hak-hak pekerja yang selama ini kurang
diperhatlkan, akan menjadi lebih dihargal,

pekerja

konvensi,

posisl dalam  memperjuangkan
kepentingannya akan menjadi lebih kuat,
tidak

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan

sehingga secara langsung dapat

keluarganya.
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Pasca Ratiftkast Konvenst ILO No. 87
memberikan nuansa baru dibidang hubungan
Industrial yaitu nuansa kebebasan berserikat.
Awal Pasca Ratifikast Konvensi ILO No. 87
tersebut tdak hanya
pertumbuhan sertkat pekerja secara pesat
tetapl juga diwammali dengan perpecahan
sertkat pekerfa yang telah diakul pada era
Orde Baru. Setelah dlundangkannya Undang-
undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat
pekerja. Organisasi pekerja yang tercatat
pada Departemen Tenaga Kerja
berdasarkan  Permennaker
Kepmenaker No. KEP. 201/MEN/1999
dengan bulan Desember 2002
meliputi 2 Konfederasl, 64 Federasi, 144
Sertkat Pekerja Perusahaan lingkup nasional,
dan 15.750 unit kerja tingkat perusahaan.

diwamai  dengan

dan
Transmigrasi

sampal

Jaminan kebebasan berserikat selama inl
sebenamya telah dlatur dalam berbagai
peraturan perundangan, ketentuan-ketentuan
inf
membentuk Undang-undang tentang Serikat
Pekerja. Apalagi setelah diratifikasinya
Konvenst ILO No. 78-tahun 1948 dengan
Keppres No. 83 tahti.‘n 1998. Dengan
demikian dikefuarkannya

menjadi landasan yang kuat untuk

Undang-undang
No. 21 tahun 2000, merupakan undang-
undang pertama yang mengatur tentang
serikat pekerja, sebagal pengukuhan dan
pengakuan kebebasan berserikat di Indonesta.



Beberapa perubahan mendasar yang
diberikan oleh undang-undang tersebut'
antara lain adalah dijaminnya kebebasan
’seluas-luasnya bagi pekerja disemua tempat
kerja untuk berserikat. Dirubahnya sistem
satu serikat pekerfa (single union system)
sistem banyak serikat pekerja
(multy union system). Tidak adanya lagt

menjadi

campur tangan pemerintah untuk mengatur
atau membatasl serikat pekerfa. Perubahan
mendasar lainya lalah bahwa keabsahan
berdirinya suatu serikat pekerja ditentukan
sendiri oleh para pekerja. Pembaharuan ini
membawa  perubahan dibidang
administrast hubungan industrial. Perubahan-
perubahan tersebut dimaksud juga untuk

pula

menjawab kebutphan masyarakat industri.
Seperti terjadinya titlk berat pelayanan

pemerintah  pada  otonomi  daerah
Kota/Kabupaten, tuntutan demokratisasi
kehidupan bermasyarakat dan

pemberdayaan masyarakat seluas-iuasnya.

Alasan Intemnainya antara lain  sejalan
dengan diratifikasinya delapan konvensl
dasar ILO, maka harus pula dilakukan
perubahan mendasar terhadap administrasi
hubungan industrial, misalnya diupayakan
seminimal mungkin bentuk-bentuk perifinan,
administrasi pelayanan tidak lagi berjenjang
menurut administrast pemerintahan, tetapt
disederhanakan, singkat dengan titik berat

pelayanan pada satu tempat yaitu pada

pemerintah daerah otonomi Kota/Kabupaten.
Postsi Instansi atasan  sekedar
pengarah tidak lagi menjadi

menjadi
pelaksana
pelayanan.
Beberapa prinsip pokok yang diatur
dalam Undang-undang No. 21 tahun 2000

adalah:

1. Non Diskriminatif, karena serikat pekerja
didirikan untuk memperjuangkan
kepentingan pekerja, oleh karena It
serikat pekerja harus terbuka untuk semua
pekerja,

2. Syarat Pembentukan dan Pengorganisasian
Serikat Undang-undang
menetapkan bahwa pembentukan serikat

pekeria,

pekerja dapat dilakukan oleh sekurang-
kurangnya sepuluh orang pekerja, federasi
serikat pekerja oleh sekurang kurangnya
lima serikat pekerja dan konfederasi
serikat pekerla oleh sekurang-kurangnya
tiga federast serikat pekerja. Konvensi ILO
No. 87 memang tidak mencantumkan

persyaratan
organisasl

minimal  pembentukan
serikat  pekerja.
pencantuman persyaratan Ini
dlanggap wajar dan ‘tidak bertentangan

Namun
masth

dengan standar intemasional karena pada
dasarnya sama sekali tidak menghambat
pekerja untuk membentuk organisasinya.
Undang-undang int tidak mengenal
bentuk-bentuk standar suatu organisasi

serlkat pekerja, bentuk organisasinya
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sepenuhnya mengacu pada kebebasan
berserikat sebagaimana dianut oleh
Konvensi ILO No. 87. Artinya seorang
pekerfa dapat bergabung dengan
organisasi mana saja yang la sukai.
Undang-undang ini juga membebaskan
bentuk serikat  pekerja,
sehingga tidak diatur secara seragam.
Serikat pekerfa/ serikat buruh dapat

dibentuk berdasarkan oleh kesamaan

organisasi

sektor usaha atau jenis pekerjaan atau
lokasl tempat kerjanya.

. Keanggotaan, seorang pekerja hanya
dapat menjadi anggota dari satu serikat
pekerja saja. Jika la tercatat pada leblh
darl satu serikat pekerja maka ia harus
memifih salah satu.

. Pencatatan dan Pemberitahuan, Istilah
“pencatatan dan pemberitahuan” ini
dari
pengaturan yang semula menggunakan
Istilah “pendaftaran”. “Pencat atan dan
pemberitahuan” ini bukan merupakan
bentuk
(recognition).

merupakan perkembangan

“pengakuan”
Keberadaan
diakul
anggotanya sendiri. Dengan demikian
tanpa didaftarpun  serikat
tersebut tetap eksis bagl anggotanya,

suatu
suatu
oleh

organisast  tentunya

pekerja

5. Pembubaran Serikat pekerja, Konvensi
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ILO No. bahwa
organisasi serikat pekerja tidak dapat
dibubarkan oleh pemerintah. Oleh karena
itu dalam pembubaran serikat pekerja
hanya dibatasi dalam hal: a) dinyatakan
oleh anggotanya menurut AD dan ART,
b) perusahan tutup atau menghentikan
keglatannya untuk selama-lamanya yang
mengakibatkan putusnya hubungan kerja
bagl seluruh pekerja di perusahaan setelah

87 menegaskan

seluruh seluruh kewajiban pengusaha
terhadap pekerja diselesaikan menurut
peraturan  perundang-undangan yang
berfaku, dan c¢) dinyatakan dengan
putusan pengadilan.

Perselislhan Antar Serlkat pekerja, dengan
banyaknya organisasi maka tdak tertutup
kemungkinan perselisihan antar serikat
pekerja.
menyangkut masalh keanggotaan, yang
akan berdampak kepada posisi mayoritas
sebuah serikat pekerja/ serikat buruh.
inl ditetapkan
bahwa perselisihan harus diselesaikan

Perselisihan tersebut biasanya

Dalam undang-undang

dengan secara miusyawarah. Namun
dalam hal musyawarah tidak tercapai
diselesaikan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
Undang-undang Ketenagakerjaan

Berikut Ini diberikan contoh bahwa



upaya pembaharuan hukum ketenagakerjaan
tidak seluruhnya memberikan hasil yang
memuaskan. Masyarakat industri merasakan
bahwa banyak produk hukum yang dibuat
pada masa Hindia Belanda sampai dengan
awal kemerdekaan, telah tidak sesuai lagi
dengan rasa keadilan masyarakat dan
tuntutan pembangunan, terutama dalam
menghadapl era pasar bebas. Masyarakat
menuntut pembaharuan hukum yang sejalan
dengan perkembangan jaman dan kemajuan
industri. Memenuhi keinginan itu, di proses
pembuatan undang-undang ketenagakerjaan
yang baru, yang kemudlan di undangkan
sebagai Undang-undang Nomor 25 tahun
1997. Materi undang-undang inl banyak
membawa perubahan dalam  hukum
ketenagakerjaan Idi Indonesta. Oleh Undang-
undang ini dicabut enam ardonansi dan lima
Undang-undang.

Sayangnya, oleh masyarakat industri
proses pembuatannya dinilal tidak dilakukan
dengan cara-cara yang benar dan baik, oleh
karena itu Undang-undang tersebut di tolak
dan minta untuk dicabut. Undang-undang
itu sendiri baru berlaku satu tahun setelah di
undangkan, yaitu tanggal 1 Oktober 1998,
disebabkan kuatnya tekanan masyarakat
industri di dalam negeri dan besarnya
ILO 7Jakarta pada saat I,

Undang-undang itu kemudian di tunda

pengaruh

pelaksanaannya. Dengan Undang-undang

31

Nomor 11 tahun 1998, Undang-undang
Nomor 25 tahun 1997, dirubah waktu
berlakunya menjadi tanggal 1 Oktober 2000.
Permasalahan hukum yang terjadi adalah
Undang-undang Nomor 11 tahun 1998 yang
merubah waktu berlakunya Undang-undang
Nomor 25 tahun 1997, baru di undangkan
10 Nopember 1998. Dengan

secara Undang-undang
Nomor 25 tahun 1997 telah sempat berfaku
dari tanggal 1 Oktober s/d 9 Nopember
1998, selama empat puluh harl. Di sini kita
lihat, adanya Undang-undang yang telah
berfaku ditunda
pelaksanaannya.

tanggal

demikian formil

sempat kemudian

Selama ditunda dua tahun, dilakukan
pembahasan materi Undang-undang yang
ada, bersamaan dengan itu dilakukan ratifikast
konvensi dasar ILO. Materi Konvensi Dasar
ILO dimaksud, temyata perlu pula ditampung
dalam undang-undang nasional di bidang
ketenagakerjaan, akhimya pemerintah
mengajukan RUU baru sebagai pengganti
Undang-undang Nomor 25 tahun 1997,
digjukan ke DPR dengan judul Rancangan
Undang-undang tentané Pembinaan dan
Pengawasan Ketenagakerfaan (RUU PPK).
Selama lebih kurang dua tahun pembahasan
RUU PPK, ternyata
diselesaikan, untuk mengatasinya pemerintah
kembali  mengambil langkah  dengan

mengeluarkan PERPU, dengan PERPU Nomor

juga tidak dapat



3 tahun 2000, tanggal 25 September
2000, vyang dikukuhkan
penundaan ity dengan Undang-undang
28 tahun 2000, tanggal 20
’Desember 2000, ditunda
Undang-undang Nomor 25 tahun 1997
sampai 1 Oktober 2002.

Empat tahun pembahasan RUU

kemudian

Nomor
berlakunya

PPK, ternyata tetap tidak dapat diselesaikan.
Pada akhir batas waktu berlakunya Undang-
undang Nomor 25 tahun 1997, DPR
mengambil inisiatif mengusulkan RUU
pencabutan Undang-undang Nomor 25
tahun 1997. RUU Pencabutan selesa
dibahas dan disahkan, namun sampai saat ini
RUU Pencabutan itu belum diundangkan,
dengan demikian untuk kedua kalinya
Undang-undang'Nomor 25 tahun 1997
secara formal kembali berlaku.

Ditinjau UuD 1945,
berdasarkan Pasal 20 ditegaskan bahwa

Presiden mengesahkan RUU yang telah

dari

disetujui bersama, bifa setelah tiga puluh
hari sejak RUU disetujui, tidak disyahkan
oleh Presiden, maka RUU sah menjadi

Undang-undang dan wajib diundangkan.

Drs. Moh. Syaufii Syamsnddin, SH, MH

Ketentuan yang sama diatur pula
dalam Pasal 119 Tata Tertib DPR Nomor
3A/DPR-RI/1/2001/2002.

Berdasarkan uraian diatas Undang-
1997 telah
menimbulkan masalah hokum, yaitu dua kali

undang Nomor 25 tahun

secara formil telah sempat berlaku, ini berarti

peranan hukum

sebagai sarana

pembaharuan masyarakat {(Law as a toof of
telah berhasit
dilaksanakan dalam pembangunan hukum

soclal  engineering),
ketenagakerjaan di Indonesia dengan lahirnya
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

8. Penutup

Demikianlah beberapa catatan penting
pembangunan hukum ketenagakerjaan di
Indonesia, kita melihat tidak semua upaya
pembangunan itu dapat berhasil seperti yang
Faktor-faktor tehnis
utamanya faktor politik sangat berperan

direncanakan. non

dalam menentukan suatu perubahan di bidang

hukum kR kw

Lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 30 Oktober 13945. Pendidikan Fakultas Nmu Sosial IKIP Negeri
Yogyakarta, Pakultas Hukum Universitas Islam Tangerang, dan Magister Hnkum FH-UI Jakarta.

Jabatan : pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Tangerang, Kepala Kantor Depnaker
Kota/Kabupaten Bandung, Kepala Kantor Wilayah Tenaga Kerja Propinsl Jawa Timur dan Dirjen Binawas
Depnaker serta Staf Abli Menaker Bidang SDM Depmakertrans. Terakhir sehagal Penelitl pada Balitfo

Depnakertrans,



KONVENSI! ILO NO. 144
tentang
KONSULTASI TRIPARTIT
UNTUK MENINGKATKAN PELAKSANAAN STANDAR
KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL

Oleh : Harry Suryatna

LATAR BELAKANG

Cahirnya perangkat (instrumen) standas
yang
berupa Konvensi ILO No. 144 tentang

ketenagakerjaan  internasional
Konsultasi Tripartit, tidak bisa terlepas dari
tatar belakang sejarah berdirinya 1LO.

Sejak awal, peran utama iLO adalah
mengupayakan kerjasama antara pemerintah,
pengusaha, dan pekerja untuk mewujudkan
keadilan sosial. Pada Konperensi Perdamaian
tahun 1919, Komisi Perundang-undangan
Perburuhan Internasional dibentuk dan diberi
tugas untuk  menyusun mekanisme
kelembagaan untuk mewadahi kerjasama
tersebut. Hasilnya adalah ditetapkannya suatu
kelembagaan  yang  berupa organisasi
ketenagakerjaan/ perburuhan internastonal
(yang sekarang dikenal dengan nama
International Labour Organisation atau {LO})
dalam BAB XIII Perjanjian Versailes Lliga

Bangsa-bangsa.
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Dengan adanya struktur tripartic di ILO,

maka pada setiap Konperensi Umum
organisasal tersebut masing- masing negara
anggota di wakili oleh unsur tripartit negara

yang bersangkutan.

Hal penting yang perlu dicatat disini,
adalah adanya suatu keinginan dan tujuan
untuk menjamin hak pekerja dan pengusaha
di dalam memperoleh kesempatan untuk lkut
serta  berpartisipasi aktif
bekerjasama dengan pemerintah di dalam
tahap-tahap kegiatan:

secara dan

. standar Internasional

{Konvensi dan Rekomendasl ILO);

Penetapan

Penetapan Agenda Konperensi; dan

Pengawasan Pefaksanaan Standar

Kerjasama  tritpartit,  febih  fanjut
dikukuhkan dalam Deklarasl LO pada
Konperensi Perburuhan Internasional- tahun
1944 di Philadelphla yang menyatakan
laln  bahwa triparit

antara kerfasama

metupakan :



upaya Internasional yang harmonis, terpady,
dan berkesinambungan yang memungkinkan
wakil-wakil pekerfa dan pengusaha — dengan
status yang “setara”, bergabung dengan
pemerintah dafam diskus! dan pengambilan
keputusan yang bersifat demokratis untuk

menggalang “kesejahteraan bersama”

Sejak
ketentuan

banyak ketentuan-
ILO yang dibuat

mencantumkan ayat-ayat yang menetapkan

saat  ftn,

Konvensi
bahwa organisasi-organisast pekerja dan
pengusaha harus mau saling berhubungan dan
bekerjasama dalam menjalankan fungsinya
masing-masing. Beberapa Konvensi tersebut

antara lain menyatakan bahwa :

boleh
dahuiu

organisasi-

Pelaksanaan  Konvbensi
dilakukan

setelah
dikonsultasikan

hanya
terlebih
dengan
organisasi yang mewakili pengusaha dan
pekerja;
agar dibentuk fembaga-lembaga guna
menjamin terlaksananya konsultasi anata
wakil-wakil pekerja dan pengusaha;
kewajiban mendirikan suatu badan atau
kerja  guna
wakil-wakil

prosedur memastikan

keterlibatan dan
nengusaha;

badan-badan umum pemerintah yang

pekerja

berwenang harus mengupayakan

kerjasama antara  organisasi-organisasi
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yang mewakili pekerja dan pengusaha di

dalam :

a. menerapkan perundang-undangan
untuk maksud memberikan kekuatan
hukum bagi pelaksanaan Konvensi;

dan

b. merumuskan kebijakan nasional.

Untuk itu, perlu diingat dan diperhatikan
bahwa tercapainya fungst kerjasama tripartit
yang harmonis dikaitkan dengan standar
ketenagakerjaan haruslah
hal

tersebut di dukung oleh dialog yang bersifat

internasional

didasarkan pada keyakinan bahwa
serupa di tingkat naslonal. Sesungguhnya
pelaksanaan fungsi kerjasama tripartit Ini
terdiri

hanya darl  suatu  kewajlban

memberikan bukan

informasl, untuk

melakukan konsultasl.

Namun demiklan,
diberikan
menyampaikan laporan

kewajiban yang
pemerintah  didalam
23
Konstitusi ILO, mengharuskan pemerintah

kepada

sesuai  Pasal

negara anggota ILO untuk n;enyampaikan
safinan laporan pelaksanaan kewajiban Pasal
19 dan 22 Konstitusl ILé) kepada wakil-wakil
pengusaha dan pekerja. Hal ini menyiratkan
bahwa partisipasi aktif organisasi-organisast
pekerja dan pengusaha dalam pengawasan
pelaksanaan standar perburuban internasional
sangatlah diharapkan.



TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
KONVENSI ILO NO.144

Pada intinya tujuan Konvensl ini adalah untuk

mengembangkan “konsuftasi” yang efektif

antara pemerintah dengan wakil pekerja dan
wakil pengusaha.

Konvenst ini menuntut komitmen pemerintah

negara anggota ILO yang meratifikasi untuk

melaksanakan  kewajiban  melaksanakan
ketentuan pasal 23 ayat 2 Konstitusi ILO.

Negara-negara yang sudah meratifikasi

Konvensi No. 144 berkewallban menjalankan

prosedur untuk menjamin terlaksananya

konsultasi tripartit yang efektlf dalam ruang
lingkup berikut :

a. Penyusunan  tanggapan  pemerintah
terhadap rancangan bahan yang akan
didiskusikan  sesuai  agenda  sldang
Konferensi Ketenagakerjaan Internasional
{International Labour Conference/ILC).
Dalam hal ini pemerintah diminta
menanggapl pertanyaan (questionnaires)
agenda Konferensi misalnya : rancangan
konvenst atau rekomendasi, bahan diskusi
umum, atau bahan lainnya yang akan
didiskusikan dalam konferensi.

b. Penyusunan saran dan tanggapan yang
dibuat dalam rangka “penyampaian
Konvensi dan/atau Rekomendasl baru
ILO vang disahkan ILC kepada penguasa
yang berwenang” (submission) sesual

35

dengan Pasal 19 Konstitusi Organisasi
Perburuhan Interansional.

Pasal 19 Konstitusi [LO  vyang
mengamanatkan bahwa dalam jangka
waktu 12 bulan atau paling lambat 18
{delapan belas) bulan terhitung sejak
dladopsinya suatu standar, maka negara
anggota harus sudah menyampaikan
instrumen baru tersebut kepada pihak
yang berwenang di negara yang
bersangkutan dan melaporkannya kepada
ILO.

. Penyusunan saran dan tanggapan atas

penelaahan/pengkajian ulang atas
Konvenst-konvenst yang belum diratifik ast
dan Rekomendasi-rekomendasi ILO.

Penelaahan kembali terhadap konvensi
yang belum diratifikasikan dimaksudkan
untuk meninjau kemungkinan
diratfikasinya konvensi yang
bersangkutan. Demikian pula terhadap
rekomendast ILO, penelaahan dilakukan
untuk mempertimbangkan tindak lanjut
dari rekomendasi tersebut misalnya :
apakah rekomendasi ter'sebut dapat
dijadikan  referensi  atau  sebagian
awrannya dapat dimasukan kedalam
peraturan perundanﬁ-undangan nasional.

. Penyusunan laporan pelaksanaan

Konvenst yang diratifikasl sesuai dengan
Pasal 22 Konstlusi Organlsasi
Perburuhan Internasional.



yang  dibuat

informast sejauh mana Konvensi yang

Laporan merupakan

telah diratifikasi dilaksanakan oleh negara

anggota, sehingga ILO mengetahui
apakah konvensi tersebut mememberikan
pengaruh  yang signiftkan terhadap
peraturan perundang-undangn nasional
atau apakah ada kesufitan di dalam
melaksanakannya.

Pembahasan rencana penarikan kembali
( denunclation) Konvensi-konvensi yang
telah diratifik asi.
Negara anggota, setelah berkonsultasi
wakil

pengusaha, harus menetapkan sifat dan

dengan organisasi pekerja  dan
bentuk prosedur konsultast sesual dengan
praktek/tata cara yang berlaku secara nasional
dan bentuknyai diserahkan kepada negara
Untuk

prosedur konsuitasi tersebut, maka organisasi

yang bersangkutan, memperlancar
pengusaha dan organisasi pekeria harus
memfilih  wakil-wakilnya secara bebas dan

terwakili secara selmbang.

Konsultasi harus ditetapkan dan diadakan
dalam kurun waktu tertentu, sekurang-

kurangnya sekafi dalam satu tahun.

Pihak berwenang yang kompeten harus
memfasilitasi dukungan administratif prosedur
dan  membuat

konsultasi pengaturan-

pengaturan sebagaimana mestinya dengan
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organisasi-organisasi perwakilan untuk
membiayai  pelatihan-pelatthan  tentang
prosedur tersebut,

BEBERAPA PENGERTIAN DALAM
KONVENSI ILO NO.144

Pengertian yang terdapat dalam Konvensi
mencakup 3 (tiga) hal penting yaltu :

1. Konsultasi;

2. Keterwakilan (organisasi yang paling
mewakill);

Hak kebebasan berserikat;
Pemilihan secara bebas;

Kompisisl perwakilan yang berimbang.

Konsultasi

Pengertian Konsuftasi

hendaknya
dibedakan dari pengertian “informasi”, atau
“membuat ketetapan bersama”. Pengertian
di bedakan dari

yang menyiratkan

konsultasi juga harus

pengertian  “negosiasi”
inisiatif yang diambil oleh pihak-pihak yang
berbeda atau

kepentingan,

memnmiliki benturan

dengan  tujuan

1

mencapati
mufakat.

Konsultasi  yang dimaksudkan  disini
adalah lebih ditekankan untuk membantu
pemerintah di dalam mengambil keputusan
daripada mencapai kata sepakat. Agar supaya
lebth efektif dan bermanfaat,
tersebut hendaknya tidak sekedar hanya

konsultasi



menjalankan kewajiban saia tetapi tetapi juga
agar mendapatkan perhatian yang serius dar

pemerintah.

Keterwakilan

Menurut Pasal 3 ayat 1 Konstitusi, wakil-
wakil pengusaha dan pekeria yang ikut
berpartisipasi dalam prosedur konsultasi harus
dengan bebas memilih “organisasi-organisast
perwakilan” mereka sendirl, Artinya hal Ini
sesual dengan Pasal 1, yaitu oleh “organisasi-
organisasi yang paling mewakili pengusaha
dan pekerja yang menikmati kebebasan

berserikat”.

Memorandum Kantor 1LO Geneva pada
waktu menanggapi pertanyaan pemerintah
Swedia tentang penafsiran istilah organisast
menyebutkan bahwa organisasi yang paling
mewakill pengusaha dan pekerja dalam pasal
1 Konvensi “tidak berarti hanya organisasl
pengusaha dan organisasi pekerja yang

terbesar”. Apabila dalam suatu negara
terdapat dua atau lebih organisasi pengusaha
dan pekerja yang masing-masing mewakill
satu wadah pendapat yang signifikan, maka
meskipun salah satu dari mereka secara
organisasi lebih besar dart lainnya, mereka
Semuanya dapat dianggap sebagal organisasi

yang paling mewakili”

Pemerintah hendaknya berupaya untuk

memperoleh  persetujuan  dari  seluruh
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organisasi yang berkepentingan di dalam
menyusurt prosedur konsultasi. Tetapi, bila
hal Inl tidak dimungkinkan, maka pada
akhimya  pemerintahlah

yang harus

mengambill keputusan organisasi-organisas
mana yang layak ditunjuk sebagai yang paling
mewakili, dengan maksud yang baik dan
memperhatikan situasi dan kondisi nasional

yang ada.

Konvensi menetapkan bahwa organisasi-
adalah
organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja

organisasi  yang diikut sertakan

yang paling mewakili,. = Namun demikian,
Konvensi tidak menghalangi keikutsertaan
wakil-wakil organisasi-organisasi lain. Ada
batknya bila mengetahul pandangan organisasi
kategori lain misalnya — pekerja mandiri,
petani, atau anggota koperasi. Konvensi juga
tidak menolak [embaga-lembaga swadaya
untuk  jkut

masyarakat dalam proses

konsultasi.

Kelkutsertaan organisasi lain sebagaimana
tersebut dl atas adalah dlmakgudkan untuk
memungkinkan  dilakukannya  konsultasi
melalui badan atau forum yang komposisi
pesertanya tidak harus ketat secara tripartit
sehingga istilah “tripartii:" tidak dimunculkan
dalam bagian paragrap “operatif” Konvensl.
Namun demikian, perlu ditekankan disini
bahwa konsultasi dengan pihak lain tersebut

tidak boleh menjadi konsultasi yang bersifat



dominan sehingga memperkecil peran utama
keterwakilan organisasi yang diakui apalagi
menggantikan perannya.

Hak kebebasan berserikat

Klausula pasal 1 Konvensi menyebutkan
yang paling
mewakili adalah organisasl yang menikmati
hak kebebasan berserikat” hak kebebasan
berserikat yang dimaksudkan disini adalah

bahwa organlsasi-organisasi

untuk menjamin bahwa konsultasi
berlangsung dalam kondisi yang
memungkinkan organlsasi-organisasi

perwakilan untuk mengemukakan sudut
pandang masing-masing dengan kebebasan
ini
dimungkinkan apabila “prinsip-prinsly” yang

dan kemandirian penuh. Keadaan
terkandung dalam Konvensi ILO No. 87 dan
No. 98 di hargai sepenuhnya.

Pemilihan secara bebas

Pasal 3 ayat 1 Konvensi anatara I[ain
menyatakan bahwa wakil-wakil pekerja dan
pengusaha harus “dipilih secara bebas” oleh

organisasi masing-masing.

Prinsip pemilihan secara bebas pada
prakteknya barulah diakui jika organisasi-
organisasi itu sendirt mengangkat wakil-wakil
mereka secara langsung. Namun demikian,
dalam hal wakil-waki! tersebut di angkat oleh
setelah

pemerintah berdasarkan

didominasikan oleh organisasl masing-masing,
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dengan catatan bahwa ini

pemerintah terikat untuk mengangkat wakil-

dalam hal

wakil yang diajukan tersebut. Prinsip dan
praktek seperti Ini juga dihargai/diakui.

Komposisi perwakilan yang berlmbang

Pasal 3 ayat 2 Konvensi menyatakan
bahwa “pengusaha dan pekerja wajib terwakilt
dalam kompisisi yang berimbang dalam

badan-badan tempat konsultasi berlangsung”

disini
sebagal

Komposisi  yang  berimbang
hendaknya  tidak  ditafsirkan
penentuan jumiah perwakifan secara ketat
yang angkanya harus tepat sama. Tetapi yang
dimaksud kan disini adalah untuk memastikan
bahwa “kepentingan” pengusaha dan pekerja
terwakili dengan benar dan secara berimbang
sehingga pandangan/pendapat yang mereka
ajukan mendapatkan porsi yang seimbang.

REKOMENDASI ILO NO. 152

Rekomendasi Nomor 152 tentang
Konsultast Tripartit Untuk Meningkatkan
Implementasi Standar Ketenagakerjaan

Internasional dan Kegiatan Tingkat Nasional
Berkaltan Dengan Keglatan-Kegiatan ILO
merupakan petunjuk teknis pelaksanaan suatu
konvensi, dalam hal ini édalah Konvenst ILO
Nomor 144,

Qleh

mengikat”

rekomendasi  “Ydak
maka tidak perlu diratifikasl.

karena



.}

Rekomendasi isinya antara laln memberikan
petunjuk bahwa konsultast tripartit dapat
dilakukan melalul berbagai komite khusus
yang  dibentuk  masing-masing  untuk
menangani masalah-masalah tertentu  atau
dapat dilakukan melalui sebuah
badan/lembaga yang mempuny ai kewenangan
untuk membahas bidang ekonomi, sosial atau

ketenagakerjaan,

PERAN ORGANISASI PENGUSAHA DAN
PEKERJA

Pada dasarnya, pasal 23 Konstitusi [LO
dan Konvensi ILO No. 144 telah menjamin
peran aktif organisasi pengusaha dan pekerja
di dalam twrut memberikan pandangan-
pandangan dan menerima informasi-informasi
tentang Iaporén-laporan pemerintah kepada
ILO.

Disamping ttu, organisasi pengusaha dan
pekerja baik menerima atau tidak menerima
informasi laporan dari pemerintab dapat
sewaktu-waktu memberikan komentar atas
hal-hal yang berkaitan dengan materi berikut:
e Laporan-laporan pemerintah mengenai

submission, konvensi yang telah dan

befum belum dirattfik asi serta
rekomendasi;
s Materi kuesioner bahan Konferensi

Ketenagakerjaan Internasional;

¢ Maslah-masalah sebagai akibat
pelaksanaan Konvensi;

¢ langkah-langkah sehubungan  dengan
Konvensi yang belum diratifikasi dan
Rekomendasi [LO;

¢ Penarikan kembali (denunciation)

Konvensi ya-ng sudah diratifikasl.
KERJASAMA TRIPARTIT DI INDONESIA

Lembaga kerjasama Tripartit mengenai
masalah ketenagakerjaan di Indonesia diatur
berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Nomor: KEP. 258/MEN/1983 tentang
Lembaga Tripartit Indonesia, serta Keputusan
Mentert Tenaga Kerfa - Nomor : KEP.
98/MEN/1999 tentang Kerjasama Tripartit

Sektoral.

Lembaga Kerfasama Tripartit Nasional
Indonesla

Lembaga Ini berfungsi sebagai forum
konsultasi dan  permusyawaratan  untuk
memberikan  pertimbangan, , saran dan
pendapat kepada Menteri dalam penyusunan
kebijakan  dan ﬁemecahan masalah
ketenagakerjaan. \

Dalam menjalankan  fungsi  tersebut
maka Lembaga Kerjasama Tripartit Indonesia
bertugas untuk :



a. Menggalang komunikasi dan kerjasama
timbal  balik

segenap unsur anggotanya.

sebatk-baiknya  dengan
Menampung dan memecahkan masalah
ketenagakerjaan, balk yang merupakan
masalah reglonal

nasional, maupun

sektoral.

Dalam melaksanakan tugasnya maka
lembaga ini dibantu oleh Sekretariat Lembaga
Kerjasama Tripartit.

Dalam keputusan Menteri tersebut
ditetapkan juga bahwa keputusan dalam
sidang Lembaga Kerjasama Tripartit diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Namun dalam hal musyawarah tidak dapat
mencapal suatu keputusan, maka
“Keputusan” diserahkan kepada Ketua atau

Ketua Pengganti.
Lembaga Kerjasama Tripartit Sektoral

Lembaga Kerfasama Tripartit Sektoral ini
identik dengan Lembaga Kerjasama Tripartit
Indonesia, namun dikhususkan untuk sector

usaha tertentu.

Sampai saat ini tercatat beberapa
Tripartit  Sektoral
Perhubungan, Sektor

Sektor
Sektor
Konstruksi, Sektor Energi dan Sumber Daya

antara  lain

Keuangan,

Mineral dan Sub Sektor Perkebunan.
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Mekanisme Tripartit

Disamping Tripartit dalam bentuk
kelembagaan, di Indonesta, prinslp Tripartit
diterapkan pula dalam “bentuk” mekanisme.

Mekanisme Tripartit yang diterapkan
sudah berlangsung lama vyaitu melaful
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957
tentang Penyelesalan Perselisihan Perburuhan,
Dalam Undang-Undang tersebut secara Jelas
dicantumkan bahwa panitla yang mempunyal
kewenangan “mmemutuskan”  perselisihan
terdiri dari
pemerintah, wakil dari pekeria dan wakif dari

pengusaha,

ketenagakerjaan, wakil

MASALAH YANG DIHADAPI

Dengan diratifikasinya Konvenst ILO
Nomor 87 tentang Freedom of Assoclation,
pendekatan monolithic  berubah
menfadl pendekatan pluralistic. Ratifikasi ini
ditindak lanjutt dengan diundangkannya
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000
tentang Serikat PekerlaISerikat. Buruh dan
Keputusan Menter] Tenaga Kerja dan
Transmigrasl Nomor KEP.16/MEN/2001
Serikat
Pekeria/Serikat Buruh. Saat ini Indonesia
mempunyai lebih dard 60 serikat pekerfa.
serikat/serikat
buruh yang duduk di dalam kelembagaan

maka

tentang Tata Cara Pencatatan

Untuk menetapkan wakil

Trpartit, telah dicoba dengan membuat



pedoman yaitu yang diatur dalam Keputusan S (mb{(qIN®. 144 tentang Konsultasi Tripartit,

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrast
. KEP. 201/MEN/2001 tentang
Keterwakilan Dalam Kefembagaan Hubungan

Nomor

Industrial. Namun sampai saat ini Lembaga
Kerjasama Tripartit (terutama yang berada di
tingkat Nasional ) masih dalam tahap

penyasuaian.

Sedangkan khusus untuk mengelola
masalah  ketenagakerjaan yang  berkaitan
ILO dalam
memenuht kewajiban Konvensl ILO No.144,

dengan  kegiatan rangka

pada saat ini sedang diproses suatu komite
yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil

pemerintah, pengusaha dan pekerja.

PENUTUP
Kewajiban yang diamanatkan oleh Konvensi

KEPUSTAKAAN

mengharuskan pemerintah untuk menjalankan
prosedur agar terlaksana konsultasi yang
efektif

memperhatikan:

antar  unsur  tripartit  dengan

Bahwa ruang lingkup Konvensi terbatas hanya
pada materi-materi yang berkaitan dengan
persiapan bahan menghadiri sidang umum
Konferensi Ketenagakerjaan Internasional dan
Laporan Tahunan pemerintah kepada ILO
sesual pasal 19 dan 22 Konstltusl ILO.

Forum, Komite, atay Lembaga konsultasi
yang terbentuk bukan untuk mengambil,
membuat, atau menyepakati keputusan
melainkan lebth ditekankan umtuk membantu
pemerintalt dif dalfam mengambll keputusan

daripada mencapal kata sepakat.*** *

1. Konsultasi Tripartit, Standar perburuhan Internasional.
Laporan [1I (1B), Konferenst Perburuhan Internasional, Sidang ke-BB,'I—’al_'lun 2000

2. Konsultasi Tripartit, Myra Maria Hanartanl,

3. Handbook of Procedures relating to International Labour Conventions and

Recommendations.

International Labour Office, Geneva, Ref.2/1998.



PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK
PEKERJA/BURUH PEREMPUAN

e ——————ROR

Ofefi :Reni Mursidayanti

BAB !
PENDAHULUAN

Pada dasanya semua manusla dilahirkan
bebas dan sama dalam martabat dan hak
tanpa perbedaan apapun, termasuk
perbedaan berdasakan fenis kelamin, Hal
ini tercantum dalam Undangundang Dasar
1945 yang menetapkan dan menjamin
persamaan kedudukan dan hak bagl segala
warga negara ( baik flaki-laki maupun
perempuan ) sebagaimana dlamanatkan

dalam Pasal 27 ayat | dan 2 yang
berbunyt :
1. Segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan ttu dengan
tidak ada kecualinya.

2. Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagl
kemanusiaan,

Dalam bidang ketenagakerjaan Jiwa dari
Pasal 27 ayat (1 dan 2) UUD 1945
tersebut telah dijabarkan dalam Undang-
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undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Pasal 5 dan 6 yang
menyatakan bahwa :

Ketenagakerjaan

- Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan
yang sama tanpa diskriminast untuk
mem]:ieroleh pekerjaan;

- Setlap pekerja/buruh berhak

memperoleh perfakuan yang sama tanpa

dlskriminasl_déri pengusaha,

Dalam pengertian Inl termasuk di dalamnya

pekerja/buruh  perempuan. Dengan
demikian Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tidak

membedakan/mendiskriminasikan perfakuan
terhadap pekerja/buruh laki-laki maupun

perempuan.

Hal yang sangat penting dalam kaitannya
dengan pekerja/buruh _iaerempuan dan yang
selaly menjadi fokus pembahasan adalah
“perfindungannya”.

Perfindungan bagi pekerja/buruh
perempuan sering kall menjadl masalah
yang dilematls, artinya apabila periindungan



itu diberikan semaksimal mungkin dan
menjadl over protectif, maka kesempatan

kerja bagl pekerfa/buruh  perempuan
menjadi terbatas.
BAB 1l
PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

YANG MENGATUR PEKERJA/BURUH
PEREMPUAN

Secara umum perlindungan  bagl

pekerja/buruh perempuan di Indonesla
telah dikukuhkan melalui ratifikasl beberapa
konvenst, balk Konvensi PBB maupun

Konvensi ILO yaltu :

1. Konvensi PBB

a. UN Convention on the Ellmination
of alf Forms of Disrimination

Against Women ~ CEDAW
(Penghapusan  Segala  Bentuk
Diskriminasl  terhadap  Wanita),

diratiflkast dengan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1984.

Istiiah  diskriminasl  terhadap
wanita/perempuan  sesuai  dengan
Konvensf PBB, berarti “setlap
pembedaan,  penguclian
pembatasan yang dibuat atas dasar
fenis _kelamin, yang mempunyal
pengaruh  atay  tufuan  untuk
mengurangl  atau  menghapuskan

atau
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pengakuan,  penikmatan  atau
penggunaan hak-hak asasi manusia
dan kebebasan-kebebasan pokok di
bldang politl,, ekonomi, soslal,
budaya, sipil atau apapun lainnya
oleh kaum wanita, terlepas darl
status  perkawinan mereka, atas

dasar persamaan antara pria dan
wanita.

b. UN Convention on the Polltical
Rights of Women (Hak-hak Politik
Kaum Wanita), diratiflkast dengan
Undang-undang Nomor 48 Tahun
1958;

2. Konvenst ILO

a. lO Conventlon No. 100
Concemning on Equal Remuneration
for Men and Women for Work of
Equal Value (Pengupahan yang
Sama bagl Pekerja Pria dan Wanita
untuk  Pekerjaan  yang
Nilainya),  diratifikdsi  dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun
1957; |

Sama

b. LO Convention No. 111
Concerning Disrimination in Respect
of Employment and Occupation
(Diskriminast dalam Pekerjaan dan
Jabatan),  diradfikasi  dengan
Undang-undang Nomor 21 Tahun



1999, yang mengatur antara lain
farangan setiap perbedaan,
pengecualian atau pengutamaan atas
dasar ras, warna kulit, jenls kelamin,
agama, keyakinan, politik,
kebangsaan atau asal asul sostal yang
berakibat

mengurangi persamaan kesempatan

mematikan atau

atau perlakuan dalan pekerjaan atau
jabatan.

Selain Konvensi PBB maupun Konvensi
ILO tersebut, masith ada beberapa
peraturan yang berkaitan dengan
pekerja/buruh perempuan antara lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah, yang mengatur upah yang
sama bagi pekerja/buruh perempuan
dan laki-laki untuk pekerjaan yang
sama nilainya.

- Permenaker Nomor 3 Tahun 1989
tentang  Larangan  Pemutusan
Hubungan Kerja bagi Pekerla Wanita
karena Menikah, Hamil dan
Melahirkan;

- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
No. 04 Tahun 1996 tentang
Larangan Diskriminasi bagl Wanita
dalam Peraturan Perusahaan atau
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Perjanjian Kerja Bersama  dan
sebagainya.

BAB IH
PERLINDUNGAN BAGI
PEKERJA/BURUH PEREMPUAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2003

Pengaturan yang menyangkut pekerja/buruh
perempuan dalam Undangundang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
lebth  dititikberatkan  kepada  aspek
perlindungannya. Per!lndunéan ini pada
dasamya merupakan salah satu tahap bagl

pembentukan kualitas generasi penerus -

bangsa sebagalmana yang didta-citakan.

Secara garis besar dapat digolongkan
menfadl 3 (tiga) kategor! yaitu :

a. Kebijakan yang bersifat protective,
yaitu kebljakan yang dlarahkan pada
perlindungan fungsi reproduksi, sepertl
Istirahat haid, Istirahat melahirkan dan
gugur kandung dsb;

b. Kebijakan yang bersifat corrective yaltu
kebijakan yang diarahkan pada
peningkatan kedudukan pekerja/buruh
perempuan, sepertl larangan PHK pada
pekerja/buruh perempuan yang karena
menikah atay hamil dsb;

Ay



Pasal 82 Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003,

C. Kebijakan yang  bersifat  non
discriminative yaitu kebljakan yang
diarahkan pada kesetaraan hak dan
kewajlban antara pekerja/buruh laki-laki
dan perempuan,

1) Pekerja/buruh perempuan berhak
- memperoleh htirahat selama 1,5
(satu setengah) bulan ::ebehm
saatnya melahirkan anak dan 1,5
(satu  setengah) bulan sesudah
melahirkan menurut perhitungan
dokter kandungan atau bidan,

Pasal-pasal
perfindungan

yang mengatur  tentang

terhadap  pekerja/burub
perempuan dalam Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

@ Istirahat haid =~ |/

Pasal 81 Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003.

”Pekelja/bt{mh perempuan yang dalam
masa hald merasakan sakit dan
memberitahukan kepada pengusaha,
tidak wajib bekerfa pada harl pertama
dan kedua pada waktu haid”.

Haid merupakan kodrat yang melekat
pada dirf perempuan. Pada perempuan
usia produktlf dan dalan keadaan
normal, haid akan dialami oleh mereka
setlap bulannya.

Oleh karena itu maka pekerja/buruh
mendapatkan

perempuan perlu

perlindungan ketika mengalami haid.

@sﬂrahat

kandungan

melahirkan dan  gugur

45

.pekerja/buruh

meliputi : 2} Pekerja/buruly  perempuan yang

mengalaml keguguran kandungan
berhak memperoleh Istirahat 1,5
(satu setengah) bulan atay sesual
dengan keterangan  dokter
kandungan atau bidan.

Pasal inl menjamin waktu istirahat bagi
perempuan  yang
melahirkan/gugur kandungan dengan
maksud untuk menjaga kesehatan dan
keselamatan Ibu dan anaknya.

Hal vyang leblh penting untuk
diperhatikan mengenal cuti melahirkan
Inl adalah bahwa selama dalam cuti
melahirkan/gugur ;kandungan tersebut
mereka tidak boleh di PHK oleh
pengusaha dan berhak mendapatkan
upah dan cutd tersebut tidak
dipotongkan pada aitl tahunan.

Ketentuan [ain tentans. larangan PHK
juga diatur dalam Peraturan Menteri



Tenaga Kerfa Nomor 3 Tahun 1989
Pasal 2 disebutkan bahwa “pengusaha
dilarang  mem-PHK  pekerja/buruh
perempuan karena menikah, hamil atau
melahirkan balk dalam hubungan keirja
walktu tertentu mauptn waktu tidak
tertentu”.

@ Kesempatan menyusul anak

Pasal 83 Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003.

“Pekerfa/buruh  perempiian  yang
anaknya masth menyusu harus dibet!
kesempatan sepatutnya untuk menyusul

dan kedua masa haldnya
sehingga tidak dapat
melakukan pekerjaan;

b. Pekerja/buruh  melaksanakan
hak Istirahat.

Pasal 84 Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003.

“Setlap - pekerfa/burub  yang
menggunakan hak waktu Istlrabat
berhak mendapat upah penub”,

Perlindungan Jam kerja

anaknya fika hal Itu harus dllakukan -

selama waktu kerfa”,

Pasal ini bertujuan untuk memberikan
perfindungan untuk menjaga

pertumbuhan dan perlembangan anak.
Perlindungan pengupahan

Pasal 93 ayat (2) Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak berfaku, dan
pengusaha waflb membayar upah
apabila :

a. Pekerfa/buruh perempuan
yang sakit pada harl pertama
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Pasal 76 Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003,

(1) Pekerja/buruh perempuan yang

berumur kurang darl 18 (delapan

belzs) tahun dilarang dipekerfakan
antara pukul 23.00 s.d pukul
07.00,

(2) Pengusaha
mempeketiakan

dilarang
pekerja/buruh
perempuan hamil yang menurut
keterangan dokter berbahaya bagl
Kesehatan  dan
kandungannya maupun dirinya
apabila  bekerfa antara pukul
23.00 s.d pukul 07.00.

Keselamatan

-

ypd



(3) Pengusaha yang mempekeriakan
pekerja/burul perempuan antara
pukul 23.00 s.d pukul 07.00

wajib ;
a. memberikan makanan dan
minuman bergizi: dan

b. menjaga kesusilaan dan keamanan
selama df tempat kera.

(4) Pengusaha  wajib
angkutan  antar

menyediakan
Jemput  bagl
pekerja/buruh  perempuan  yang
berangkat dan pulang bekerfa antara
pukul 23.00 s.d pukuf 05.00.

Pasal ini dimaksudkan bahwa pengaturan
kerja malam bagi pekerja/buruh perempuan
agar dapat memenuhi tugasnya sebagai isteri
dan ibu rumah tangga. Ini berarti peluang
kerfa pada malam hari bagl pekerja/burth
perempuan  diberikan, namun perlu
pengaturan yaitu berupa perlindungan
{pembatasan jam kerja, sehingga tidak
pengaruh  buruk  bagi
pekerja/buruh

perempuan yang bersangkutan,

memberikan

kehidupan keluarga

Reni Mursidayanti

Perancang Peraturan Perundang-undangan
Biro Hulqum dan KLN

BAB 1V
PENUTUP

Dengan adanya ratifikasi beberapa Konvensi
ILO dan Konvensi PBB yang berkaitan
dengan perlindungan terhadap hak-hak
kaum perempuan dan berlakunya Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerfaan, akan lebih menjamin

pekerfa/buruh perempuan dalam
meningkatkan  perannya di  bidang
ketenagakerlaan  khususnya  terhadap

perlindungannya sehingga akan diperoleh
sumbangan besar dari kaum perempuan
terhadap  keseJahteraan keluarga dan
pembangunan masyarakat pada umunya
yang selama Inl belum sepenuhnya diakul,
artl soslal dari kehamilan dan peranan kedua
orang tua dalam keluarga dalam
membesarkan anak-anak, serta menyadari
bahwa peranan kaum perempuan dalam
memperoleh keturunan hendaknya jangan
menjadi dasar diskriminasi, akan tetapi
bahwa membesarkan anak-anak
menghendaki pembagian tanggung jawab
antara pria dan wanita dan masyarakat
secara keseluruhan, * * **



